KAPABILITAS BIDANG PEMADAM KEBAKARAN DALAM
PENANGGULANGAN KEBAKARAN
DI KABUPATEN KAMPAR PROVINSI RIAU

Oleh:
JEBRIL AL SYANUR
177322031

TESIS

Untuk memenuhi salah satu syarat ujian komprehenshif
Guna memperoleh gelar Magister llmu Pemerintahan

PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU PEMERINTAHAN

PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
PEKANBARU
2019



nery wejsy sejsIAm ueeyeisndiog

DI disay yepepe fur udwnyo(

LEMBAR PERSETUJUAN TESIS

’-

ﬁﬂeﬂﬁnmﬂsu M
AN .

&
o
”
.
[
&
o
’ :
y
)




nery wejsy sejsIAm ueeyeisndiog

DI disay yepepe fur udwnyo(

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
PROGRAM PASCA SARJANA
DGRAM MAGISTER ILMU PEMERINPAHA!

Dr. Ir. Saipul Bahri, M.E¢c



un) ueeyeisndig

M disiy yepepe [l udwnjo(q

ISJIAI

-
-

nenyj wejsy sej

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
PROGRAM PASCASARJANA

Jalan Kaharuddin Nasution No. 113 Pekanbaro 28281 Rian
Telp. (+62)T6 1 6THITIT = TO1T726 Fav (+62) (761 6T1717

SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM RIAU
NOMOR ' 047LIRIKPTSPS-P2018
TENTANG BENUNJUKAN PEMBIMBING PENULISAN TESIS

A STUDI MAGISTER (S2) ILMU PEMERIN]

Manimbang ! - b T 3 = . F g3war slugnya pads
yang man
g Mampu can
Dirgatur

Mengngat
X 2012

Menatapkan

Keputusan ni mulai beriaky p33
KUTIPAN - Disampaikan kepaca

2

sl

Tortasen Dasrmaem fejate

1Ym Sapik rooers Wit 1 3 Patey

2 Y0 Toai Feex Unwrida en Ry 8 Pevartany

2 Y5 Ketua Fropam Sud Magatw (32 bry Feveortiengs 5RE U3 o Fesgotans
1 Y 5o fepod B Aesargan UR & Foupraey

3 Perwgye D458 _BWBRTAN_ooc_Lacty



nery wejsy sejsIAm ueeyeisndiog

DI disay yepepe fur udwnyo(

UNIVERSITAS ISLAM RIAL
PROGRAM PASCA SARJANA
PROGRAM STUDI MAGISTER ILML£E!

JEBRIL AL SYANLR



nery wesy sejisidAu) ueeyeisndiag

iy disay yejepe il udwnyo(]

Motto dan Persembahan
‘ P oS abl e LY

Motto
“‘Saya Memang Tidak Sempurna Tetapi Saya Berusaha Memberikan Yang Terbaik .
By: Jebril AL SYanur

”»

Repada keberhasilan ini....

Kakak Ru (Ifi Rahmi Putri Syanur, S.Pt, M.Si) dan Adik Ry (Hijrah Parila Syanur)....

Kalian pasti bisa menjadi yang lebif baik dan bisa membanggakan Reluarga ...

Do’aky selalu menyertai Ralian dalam mencapai Resuksesan , buatlah Papa dan Mama bangga dengan
keberhasilan kita semua ...



nery we[sy sejsIdAiu ) ueeyeisndidg

DI disay yepepe fur udwnyo(

RIWAYAT HIDUP PENULIS

Nama . JEBRIL AL SYANUR

Jenis Kelamin . Laki-Laki

Riwayat Peker
- 2016-2017 agia as dan P ab. Padang Pariaman

Nomor Telepon : 0852-1110-4764
Hobby . Sepak Bola dan Renang

Email : Jebrilpanyalai@gmail.com



mailto:Jebrilpanyalai@gmail.com

KAPABILITAS BIDANG PEMADAM KEBAKARAN DALAM
PENANGGULANGAN KEBAKARAN DI KABUPATEN KAMPAR PROVINSI
RIAU

ABSTRAK
JEBRIL AL SYANUR

Kebakaran-merupakan suatu ancaman bagi keselamatan manusia dan kejadian yang
tidak diinginkan bagi setiap orang hal itu dikarenakan kebakaran dapat mengakibatkan
sebuah kerugian materil maupun inmateril. Kapabilitas sangat penting dimiliki oleh
organisasi dimana keunggulan suatu organisasi akan ditentukan oleh cara bagaimana
sebuah organisasi memanajemen lingkungan. organisasi, bagaimana meningkatkan
kapabilitas sumber daya manusia untuk merespon dengan cepat dan tepat perubahan
yang terjadi dalam organisasi. Peraturan Bupati- Kampar Nomor 60 Tahun 2016
Tentang Kedudukan. Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Satuan
Polisi Pamong Praja Kabupaten Kampar, Bidang Damkar tergabung pada Satpol PP
Kabupaten Kampar dipimpin oleh seorang Kepala Bidang sehingga berdampak
terhadap pelaksanaan penanggulangan kebakaran di Kabupaten Kampar. Tujuan dari
penelitian ini adalah untuk mengetahui kapabilitas bidang pemadam kebakaran dalam
penanggulangan  kebakaran dan kendala bidang pemadam kebakaran dalam
penanggulangan = kebakaran di Kabupaten Kampar Provinsi Riau. Dengan
menggunakan indikator Kelembagaan, Sumber Daya Manusia, Implementasi
Kebijakan, Keuangan, Teknis dan Kepemimpinan. Penelitian ini merupakan penelitian
deskriptif kualitatif, sehingga lebih mendeskripsikan dan menggambarkan fenomena-
fenomena yang ada, baik /bersifat alamiah maupun rekayasa manusia, yang lebih
memperhatikan mengenai karakteristik.— Penelitian dilakukan di kantor Bidang
Pemadam Kebakaran. Penulis menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi
dalam mengumpulkan data. Berdasarkan penelitian ‘yang dilakukan penulis,
kapabilitas bidang  pemadam kebakaran dalam penanggulangan kebakaran di
Kabupaten Kampar Provinsi Riau belum semuanya berjalan dengan baik. Terdapat
beberapa kekurangan di dalam bidang pemadam kebakaran yaitu masih terdapatnya
satu posko pemadam kebakaran di Kabupaten.Kampar, masih lemahnya SDM yang
dimiliki, masih minimnya anggaran yang.dimiliki. Dalam penanggulangan kebakaran
adapun kendala bidang pemadam kebakaran adalah kondisi armada kurang memadai,
keterlambatan informasi dari masyarakat, kondisi lokasi kebakaran dan jarak tempuh.
Adapun saran yang diberikan yaitu Pemerintah Daerah harus membentuk pemadam
kebakaran menjadi organisasi tersendiri, Pemerintah Daerah juga harus membentuk
pos pelayanan kebakaran Kecamatan, Pemerintah Daerah sekiranya melakukan
rekrutmen anggota pemadam kebakaran secara tersendiri dan Pemerintah Daerah
harus bisa mengatasi apa yang menjadi kendala bidang pemadam kebakaran selama
ini.

Kata Kunci : Kapabilitas, Penanggulangan, Kebakaran



CAPABILITY OF FIRE DEPARTMENT IN FIRE PREVENTION IN
KAMPAR REGENCY OF RIAU PROVINCE

ABSTRACT
JEBRIL AL SYANUR

Fire is a threat.to human safety and the undesirable occurrence of each person is
because the fire can lead to a material loss or inmateril. Very important
capability of the organization where the advantages of an organization will be
determined by how an organization to manage the organization's environment,
how to improeve human resource: capabilities'to’respond quickly.and accurately
the changes in the organization. Kampar Regent Regulation No. 60 Year 2016 on
Positions. Organizational Structure, Duties and Functions And Work Procedures
Civil Service Police Unit Kampar, field belonging to the municipal police dept
Kampar regency led by a Head of impacting the implementation of fire prevention
in Kampar. ‘The purpose of this study was to determinethe capability of
firefighters in the field of fire prevention and fire brigade obstacle in the field of
fire prevention in Kampar regency in Riau province. By.using indicators
Institutions, Human Resources, Policy Implementation, Financial, Technical and
Leadership. This research is a qualitative descriptive study to describe and
illustrate the phenomena that there is both natural and human, more concerned
about the characteristics. The study was conducted at the office of the Field Fire.
The author uses observation, interview and documentation in collecting data.
Based on research by the author, the capability of firefighters.in the field of fire
prevention in District Kampar:ef Riau provinee‘has not everything is going well.
There are several shortcomings ‘in-the field of fire brigade 1s still the presence of
one post firefighters in Kampar, weak human resources, still lack the budget you
have. As for the fire fighting obstacle in the field of fire-fighting fleet is
inadequate conditions, delay of information from the public, the condition of the
fire location and mileage. The advice given that the regional government should
establish a fire extinguisher into their own organizations, local government must
also establish a fire service station sub-district,

Keywords: Capability, Prevention, Fire
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BAB |

PENDAHULUAN

1.1.
anusia dan

kejadian an kebakaran
dapat menga ateril. Dengan
perkembang : an pemb - €S menyebabkan
resiko terjadinya keb : lenit -‘ semakin padat
dan pemba : kantora imbulk awanan kebakaran.
Maka usaha dan unit kerja

ila dibandingkan
dengan provin an di lbukota dari
Januari hingga A orban jiwa 33 orang
meninggal dunia, 66 0 luarga kehilangan tempat
tinggal. *

! Demikian disampaikan Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat di sela-sela peresmian
penempatan markas pemadam kebakaran di Kantor Badan Intilejen Negara (BIN), Pasar Minggu,
Jakarta, Jumat (22/9)."Berarti, rata-rata setiap hari itu dua titik (kebakaran).Oleh sebab itu, kami
sebar kendaraan damkar (pemadam kebakaran) kita, sampai saat ini ada di 108 titik," kata
Djarot.Djarot menambahkan, kasus terbanyak terjadi di daerah pemukiman padat penduduk dan
pemukiman ilegal dengan penyebab utamanya diduga dari hubungan pendek arus listrik. Selain
itu, kebakaran juga terjadi di gedung-gedung perkantoran akibat masih ada pengelola gedung yang
belum  melengkapi  bangunannya  dengan  sarana  sistem  proteksi  kebakaran.
(https://m.cnnindonesia.com/nasional/20170922125809-20-243324/jakarta-paling-tinggi-alami-
kasus-kebakaran. Di akses pada tanggal 15 Februari))


https://m.cnnindonesia.com/nasional/20170922125809-20-243324/jakarta-paling-tinggi-alami-kasus-kebakaran
https://m.cnnindonesia.com/nasional/20170922125809-20-243324/jakarta-paling-tinggi-alami-kasus-kebakaran

Majunya perkembangan teknologi pada saat sekarang ini, Pemerintah
berupaya untuk menghadirkan teknologi canggih dalam mencapai keberhasilan
pencegahan dan penanggulangan kebakaran. Di Negara Indonesia hanya dua
daerah yang mampu menghadirkan kendaraan pemadam kebakaran yang
berteknologi canggih yaitu Pemerintah Provinsi DKI dan Pemerintah Kota Banda
Aceh. Pemerintah Kota Banda: /Aceh 'memiliki satu unit armada pemadam
kebakaran eanggih seharga 17 Milliar. Mobil yang dibeli oleh Pemerintah Aceh
melalui Badan Penanggulangan Bencana Aceh (BPBA) ini dapat memadamkan
api meski tanpa ada petugas di atas tangga.

Salah satu tantangan besar yang dihadapi oleh pemerintah khususnya
Pemerintah Daerah adalah bagaimana menghadirkan aparatur.yang professional,
memiliki etos kerja yang tinggi, keunggulan kompetatif yang dimiliki oleh
organisasi, dan kemampuan,;sumber daya dalam menjalankantugas dan fungsinya.
Hal ini bertujuan untuk memenuhi aspirasi masyarakat sesuai dengan tujuan
negara. Tantangan tersebut merupakan hal yang beralasan mengingat masyarakat
di daerah menginginkan agar aparat pemerintah. dalam menjalankan tugas-
tugasnya dapat bekerja secara .maksmimal.yang akhirnya dapat memberikan

perlindungan yang terbaik bagi masyarakat.

2 Mobil pemadam kebakaran modern dirakit dengan menggunakan Chassis Volvo dari
Swedia.Mobil kebakaran tersebut dilengkapi dengan teknologi digitalisasi yang dapat
meminimalisir terjadinya kecelakaan pada petugas. Mobil tersebut memiliki kecanggihan dalam
bekerja penanggulangan kebakaran, hal ini didukung oleh tangga setinggi 33 meter dengan kamera
water monitor yang dipasang diujung tangga yang dapat menjulur ke depan hingga 20 meter dan
menahan beban hingga 200 Kg, disamping itu mobil tersebut menggunakan sistem kumputerisasi
canggih yang berfungsi untuk mendeteksi titik api dan dilengkapi juga dengan fasilitas pompa
pemadam yang berkapasitas maksmimal 5000 liter air setiap menit dan kekuatan semprot yang
mencapai 30 bar. Mobil tersebut mempunyai mesin kendaraan 370 HP, 6x4R dan 11000 CC.
(https://www.google.com/amp/s/camargus.com/magazine/470/amp. Diakses pada tanggal (15
Februari))


https://www.google.com/amp/s/camargus.com/magazine/470/amp

Menurut Undang-Undang dasar 1945 memberikan keluasaan pada daerah
untuk menyelenggarakan Otonomi Daerah dalam penyelenggaraan Otonomi
Daerah dipandanag perlu untuk menekankan pada prinsip-prinsip demokrasi
pemerataan, keadilan, keistimewaan, suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan
Republik‘Indonesia.

Urusan pemerintahan terdiri‘dari 3 urusan pemerintahan yaitu :*

1. "Urusan Pemerintah Absolut : Urusan pemerintahan yang sepenuhnya

kewenangan Pemerintahan Pusat.

2. Urusan Pemerintah Konkuren : Urusan pemerintahan yang dibagi
antara Pemerintah Pusat dan Daerah  Provinsi dan Daerah
Kabupaten/Kota.

3. Urusan Pemerintah Umum : Urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan presiden sebagai kepala Pemerintahan, Pemerintah
Daerah  Provinsi, Kabupaten/Kota menjalankan pemerintahan
berdasarkan urusan pemerintahan konkuren, yang dimana urusan
tersebut telah dibagi oleh pemerintah pusat yang kemudian untuk
dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
dimana dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah, maka Pemerintahan
Daerah memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan
pemerintahan menurut .azas otonom dan tugas pembantuan diarahkan untuk
mempercepat terwujudnya kesejahteraan..masyarakat melalui peningkatan
pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat.

Pemerintah Daerah memiliki fungsi sebagai perangkat daerah, disamping

itu Pemerintah Daerah juga bertugas dalam menjakankan, mengatur dan

menyelenggarakan jalanya roda pemerintah. Didalam penyelenggaraan urusan

% Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pasal 9



Pemerintahan Daerah memiliki keterkaitan erat dengan beberapa azas-azas dalam
pemerintahan suatu negara, yakni sebagai berikut :

1. Sentralisasi adalah sistem pemerintahan dimana sistem pemerintahan
segala kekuasaan dipusatkan di pemerintahan. pusat.

2. Desentralisasi adalah__penyerahan  urusan ».pemerintahan oleh
pemerintahan pusat kepada daerah otonom berdasarkan asas otonomi.

3. Dekosentrasi adalah pelimpahan sebagai urusan pemerintahan yang
menjadi kewenangan pemerintahan pusat kepada Gubernur sebagali
wakil pemerintah_pusat, kepada/ instansi vertikal di wilayah tertentu,
dan/atau kepada“qgubernur dan BupatiMWalikota sebagai penanggung
jawab urusan pemerintahan umum.

4. Tugas pembantuan adalah penugasan dari pemerintahan pusat kepada
daerah otonom untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan
yang menjadi kewenangan pemerintahan pusat atau dari pemerintah
daerah provinsi kepada daerah Kabupaten/Kota untuk melaksanakan
sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah
provinsi.*

Efisensi- dan efektivitas penyelenggaraan Pemerintah Daerah perlu
ditingkatkan dengan lebih memperhatikan aspek-aspek hubungan antar sususun
Pemerintahan dan Pemerintah Daerah, potensi ydan keanekaragaman Daerah,
peluang dan tantangan persaingan global dengan memberikan kewenangan seluas-
luasnya kepada daerah serta dengan memberikan hak dan kewajiban dengan
menyelenggarakan Otonomi Daerah dalam kesatuan sistem penyelenggaraan
Pemerintahan Negara.

Guna menjalankan Otonomi Daerah inilah Pemerintah membentuk suatu
jajaran Pemerintahan yang dikepalai oleh seorang Kepala Daerah dengan
perangkat kerja yang mendukung dibawahnya. Perangkat kerja daerah inilah yang
saling berintegrasi guna menghasilkan suatu yang efektif untuk menuju
Pemerintahan yang baik, bersih dan beriwibawa dihadapkan pada pelaksanaan

tugas yang sangat luas dan kompleks.

* Undang-Undang Nomo 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.



Keunggulan suatu organisasi akan ditentukan oleh cara bagaimana sebuah
organisasi manajemen lingkungan organisasi, bagaimana meningkatkan
kapabilitas sumber daya manusianya untuk merespon dengan cepat dan tepat
perubahan yang_terjadi dalam..organisasi. Baik itu organisasi lembaga publik
maupun.organisasi perusahaan, dimana memiliki ciri-ciri organisasi yang sama
yaitu suatu bentuk kerjasama.manusia untuk mencapal tujuan tertentu atas unsur-
unsur individu, kelompok dan struktur organisasi.

Kapabilitas ataupun kemampuan merupakan hal yang harus dimiliki oleh
setiap organisasi, karena merupakan tujuan atau sumber utama bagi pembangkitan
dalam pengembangan kompetatif, ketidakpastian dan perubahan lingkungan. Hal
ini menjadi salah satu alasan kenapa kapabilitas harus dimiliki oleh organisasi
untuk berubah dan mengembangkan prasyarat penting dengan cepat untuk
mempertahankan keunggulan,komperatif.

Atribut Pemerintah Daerah dapat dilihat sebagai sumber daya dalam
manajemen bencana dan mencerminkan kemampuan organisasi untuk mengelola
setiap tahap manajemen bencana. Penelitian inivmendefinisikan kemampuan
sebagai sumber daya organisasi yang diperlukan untuk mencapai tujuan organisasi
yang berkempauan baik, diantaranya: °

a. Kelembagaan
Pengaturan kelembagaan yang efektif seperti memiliki struktur
organisasi, peran, tugas, tanggung jawab yang jelas serta mampu
menjalin networking dengan semua level pemerintahan.

b. Sumber Daya Manusia

Memiliki sumber daya yang cukup disertai dengan pembagian
pekerjaan dan delegasi yang jelas.

® Kasumasari, Bevaola. 2014. Manajemen Bencana dan Kapabilitas Pemerintah Lokal.
Yogyakarta; Gava Media. Hal 48



c. Implementasi Kebijakan
Tersedianya undang-undang, kebijakan dan peraturan sebagai
landasan pengambilan keputusan, menjalin hubungan dengan
institusi lainya serta untuk memobilisasi sumber daya.

d. Keuangan
Memiliki«dukungan keuangan yang memadai untuk mendukung
semua aktifitas dalam manajemen-bencana.

e. Teknis
Memiliki sistem logistik, manajemen dan sistem teknologi informasi
yang efektif untuk dapat berkomunikasi dan menjalin network
dengan berbagai stakeholder.

f.  Kepemimpinan
Memiliki Kapasitas kepemimpinan yang dapat membuat keputusan
yang cepat dan tepat.

Kapabilitas dapat diartikan sebagai kemampuan mengesploitasi secara
baik sumber daya yang dimiliki dalam diri maupun di dalam organisasi, serta
potensi diri untuk menjalankan aktivitas tertentu ataupun serangkaian aktivitas.®
Pemaknaan kapabilitas tidak.sebatas memiliki-keterampilan (skill) saja namun
lebih dari itu, yaitu lebih paham secara mendetail sehingga benar-benar menguasai
kemampuannya dari titik kelemahan hingga cara mengatasinya.

Penelitian ini menarik untuk dilakukan dengan alasan fungsi perlindungan
dan pelayanan dalam penanggulangan kebakaran sangat mutlak untuk dilakukan
dan dikembangkan. Berdasarkan hasil identifikasi dilapangan ada beberapa
penelitian yang dipublikasikan dalam jurnal flmiah, diantaranya :

1. Dalam Jurnal Kapabilitas Pemerintah Daerah Provinsi Riau

Hambatan dan Tantangan Pengendalian Kebakaran Hutan dan

Lahan. Geovani Meiwada mengatakan “Urgensi penelitian ini melihat

mengapa Pemerintah Provinsi Riau cenderung lengah sehingga kebakaran

hutan dan lahan terjadi terus menerus. Kapabilitas Pemerintah Provinsi

¢ Amir, M. Taufik. 2011. Manajemen Strategi. Pt. Raja Grafindo Persada; Jakarta. Hal 86



1 vdwnyo(]

AP disay yepepe

-
-

nery wesy sejisidAu) ueeyeisndiag

Riau menyangkut sistem dan proses mengingat kebakaran yang terjadi

bukan hanya dua kali saja. Kata Kunci : Kapabilitas, kebakaran hutan dan

lahan.’

Terkait mengenai beberapa kutipan jurnal tersebut, ternyata belum ada

penelitian yang mengangkat dan mengkaji tentang kapabilitas Bidang Pemadam

’ Geovani Meiwanda. 2016. Kapabilitas Pemerintah Daerah Provinsi Riau: Hambatan dan
Tantangan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan. Jurnal Iimu Sosial dan limu Politik. 19 (251-
263)

8 |da Bagus Gede Wirawibawa Mantra. 2005. Kajian Penanggulangan Bahaya Kebakaran Pada
Perumahan (Suatu Kajian Pendahuluan di Perumahan Sarijadi Bandung). Jurnal Permukiman
Natah. 3 (1-61)

® Zulkifli, Ismail, dan Legowo Kamarubayana. 2017. Studi Pengendalian Kebakaran Hutan Di
Wilayah Kelurahan Merdeka Kecamatan Samboja Kalimantan Timur. Jurnal AGRIFOR. 14 P
(1412-6885) O (2503-4960)
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Kebakaran dalam penanggulangan kebakaran, sehingga penelitian ini relatife bisa
untuk dilakukan dan dikembangkan menjadi sebuah hasil karya penelitian.

Kabupaten Kampar adalah sebuah Kabupaten di Provinsi Riau luas

struktur

organisasi di lingkungan

Pemerinat angkat Daerah

AtAANY

: 5

kebakaran.

Dalam melaksanakan tugasnya Bidang pemadam kebakaran dibantu oleh

dua Kepala Seksi yaitu Kepala Seksi Pengendalian dan Penanggulangan, dan



Kepala Seksi Pencegahan dan Kewaspadaan Dini. Dalam melaksanakan tugasnya

Bidang Pemadam Kebakaran melaksanakan tugas dan fungsi :*°

a.

J-

Mengkoordinasikan dan mengendalikan bidang pemadam kebakaran
dalam pelaksanaan sebagai tugas penanggulangan kebakaran dan tugas
lain yang diberikan.oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
Kabupaten Kampar;

Melaksanakan koordinasi penyusunan rencana program kerja bidang
pemadam kebakaran;

Melaksanakan pembinaan organisasi.dan tata laksana bidang pemadam
kebakaran;

Mengelola ketatalaksanaan dan pembinaan administrasi umum dan
menyusun laporan kegiatan secara berkala di bidang pemadam
kebakaran;

Merumuskan dan menyiapkan kebijakan fasilitas/sarana/kebutuhan
bidang pemadam kebakaran;

Memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Satuan tentang
langkah-langkah atau tindakan yang perlu diambil di dalam bidang
tugasnya;

Membuat laporan hasil pelaksanaan tugas berdasarkan kegiatan yang
telah  dilakukan -untuk dipergunakan sebagai bahan masukan/
pertimbangan dan sebagai bahan pertanggung jawaban bagi atasan;
Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh Kepala Satuan
secara lisan maupun tulisan;

Menilai hasil kerja-bawahan;dengan mengisi buku catatan penilaian
sebagai bahan penilaian DP-3 dan SKP;

Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan;

Agar penyelenggaraan organisasi dapat berjalan dengan lancar dan sesuai

dengan tujuan, maka organisasi yang dijalankan harus tertata dengan baik agar

keberhasilan organisasi yang ingin dicapai dapat terealisasi. Kapabilitas memiliki

tujuan utama dalam meningkatkan produktivitas sumber daya lain yang dimiliki

organisasi. Adapun sumber daya yang dimaksud diantaranya atribut modal

keuangan, fisik, individual dan organisasi menjadi modal dasar organisasi. **

1% peraturan Bupati Kampar Nomor 60 Tahun 2016 tentang Kedudukan. Susunan Organisasi,
Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kampar. Pasal 19

Avyat (2)

"' Kasumasari, Bevaola. 2014. Manajemen Bencana dan Kapabilitas Pemerintah Lokal.
Yogyakarta; Gava Media. Hal 45
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Namun menjadi bidang di Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP)

Kabupaten Kampar membuat pemadam kebakaran (Damkar) mengalami beberapa

kendala saat bekerja, sehingga mengakibatkan belum optimalnya penanggulangan

pemadam kebakaran mengakibatkan belum optimalnya penanggulangan yang
diberikan kepada masyarakat apabila terjadi kebakaran di Kabupaten Kampar.
Berikut ini dapat kita lihat jumlah sarana dan prasarana operasional pemadam

Kebakaran di Kabupaten Kampar, Pada Tabel 1.1.sebagai berikut :
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Tabel 1.1
Jumlah Sarana dan Prasarana Operasional Pemadam Kebakaran
Di Kabupaten Kampar Tahun 2019

Sarana dan Prasarana Jumlah Kondisi

=z
o

©O©| O Nl O O &l W N -

=
o

o
o

-
N

=
w

=
(6]

diantaranya Mobil Pemadam berjumlah 8 Unit dengan kondisi kurang baik, Helm
Personil berjumlah 10 Unit dengan kondisi kurang baik dan baju anti api
berjumlah 5 Unit dengan kondisi kurang baik. Disamping itu masih terbatasnya
alat pendukung lainya seperti mesin apung dan mesin robin berjumlah 1 Unit.
Disamping itu, masih minimnya jumlah personil pemadam kebakaran

mengakibatkan belum optimalnya penanggulangan yang diberikan kepada
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masyarakat apabila terjadi kebakaran di Kabupaten Kampar. Berikut ini dapat kita

lihat jumlah personil pemadam kebakaran tahun 2019 di Kabupaten Kampar, pada

tabel 1.2 sebagai berikut :

Tabel 1.3
Jumlah Kebakaran Di Kabupaten Kampar
Pada Tahun 2017 dan 2018

No | Tahun Jenis Kebakaran Jumlah Keterangan
1 2 3 4 5
1 |2016 1. Rumah 35 51

2. Ruko/Toko 27 Kejadian/Tahun
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1 2 3 4 5
2 | 2017 1. Rumah 30 59
31

2. Ruko/ Toko Kejadian/Tahun

94

terbanyak ada
terbanyak 3 un 2018 jenis
kebakaran dan peristiwa

ejadian/Tahun.

ebakaran

No | Tahun Anggaran
1 2017 Rp. 975.233.755,00
2 2018 Peningkatan pelayanan penanggulangan Rp. 915.522.880,00
bahaya kebakaran
_ Rp. 841.757.235,00
3 2019 Peningkatan pelayanan penanggulangan
bahaya kebakaran

Sumber : DPA SKPD Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Kampar. 2019

Berdasarkan tabel diatas menunjukan bahwa Bidang Pemadam Kebakaran
Kabupaten Kampar memiliki penurunan anggaran kegiatan pada 3 (tiga) tahun

terakhir untuk kegiatan peningkatan pelayanan penanggulangan bahaya
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kebakaran, sehingga mengakibatkan belum optimalnya pelaksanaan pelayanan
penanggulangan kebakaran di Kabupaten Kampar.

Oleh sebab itu bidang pemadam kebakaran Kabupaten Kampar selalu

mengharapkan a dap nbang dan mampu

““M\“ .’&‘ tuk dapat

weAt N

masyaraka

Ber

dengan m

L =) %))

Kebakaran Dalam Pe , paten Kampar

terlaksana dengan baik, diantaranya:
1. Belum memiliki Pos Pelayanan Kebakaran Kecamatan (P2K) di
Kecamatan yang ada di Kabupaten Kampar.
2. Masih terbatasnya sarana dan prasarana operasional pemadam kebakaran
di Kabupaten Kampar.
3. Minimnya jumlah personel pemadam kebakaran terhadap penanggulangan

kebakaran di Kabupaten Kampar.
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1.3. Rumusan Masalah
Berdasarkan fenomena di atas, maka penulis dapat menarik sebuah

rumusan masalah yaitu Bagaimana Kapabilitas Bidang Pemadam Kebakaran

Dengan kete en an ds a eneliti membatasi
masalah pa

Kebakaran

1.5.2. Kegunaan Penelitian
Adapun yang menjadi kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut :
a. Penelitian ini kedepanya dapat memberikan sumbangan pikiran bagi
penulis dalam hal kapabilitas bidang pemadam kebakaran dalam

penanggulangan kebakaran di Kabupaten Kampar Provinsi Riau.
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c. Sebagai sumbangsih pemikiran, informasi dan bahan pertimbangan untuk
menentukan kebijakan-kebijakan yang terbaik terkait kapabilitas bidang
pemadam kebakaran dalam penanggulan kebakaran di Kabupaten Kampar

Provinsi Ri

%‘g‘-

»

.
’
[
&
"
L
/
?
/

_
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KAJIAN KEPUSTAKAAN

landasan i jen - kenyataan yang
dijumpai ] : aga : Jari problema —
problema yan ) : Jﬁr,r. 5 apa teori yang

ada kaitany

2.1.1. Kons

dikemudian rarti badan atau
organ elit yang mendapat akhiran
“an” menjadi kat atan atau urusan dari
badan yang berkuas .& ‘ Musanef dalam Syafiie

1. Suatu ilmu yang dapat menguasai dan memimpin serta menyelidiki unsur-
unsur dinas, berhubungan dengan keserasian ke dalam dan hubungan
antara dinas-dinas itu dengan masyarakat yang kepentingannya diwakili

oleh dinas itu, atau;

12 gyafiie Inu Kencana, 2007. Ilmu Pemerintahan Kdisi Revisi, Bandung, Mandar Maju. Hal 32.



2. Suatu ilmu yang menyelidiki bagaimana mencari orang yang terbaik dari
setiap dinas umum, sebagai suatu kebulatan yang menyelidiki secara
sistematis problema-problema sentralisasi, desentralisasi, koordinasi
pengawasan ke dalamdan ke luar, atau;

3. Suatu ilmu pengetahuan yang menyelidiki yang menyelidiki bagaimana
sebaiknya hubungan antara pemerintahan dan yang diperintah, dapat diatur
sedemikian rupa sehingga dapat dihindari~ timbulnya pertentangan-
pertentangan antara pihak yang satu dengan pihak yang lain, dan
mengusahakan agar terdapat keserasian pendapat serta daya tindak yang
efektif dan efisien dalam pemerintahan, atau

4. 1lmu yang diterapkan dan membedakan penyelidikan dinas umum dalam arti
yang seluas-luasnya, baik terhadap susunan, maupun organisasi alatyang
menyelenggarakan tugas penguasa, sehingga diperoleh metode-metode
bekerja yang setepat-tepatnya untuk mencapai tujuan Negara;

Pemerintahan merupakan serangkaian kegiatan ataupun aktivitas yang
dilakukan oleh pemerintah dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsinya
sebagaimana yang telah diatur dalam perundang-undangan Negara. Pemerintahan
dalam arti sempit adalah meliputi seluruh kegiatan atau fungsi pelaksanaan
undang-undang yang dilakukan oleh lembaga eksekutif yaitu presiden beserta
jajaranya mulai dari menteri sampai tukang sapu kantor-kantor, mulai dari menteri

sampai dengan juru penerang, mulai dari menteri sampai kepala desa.*

3 Salam, Dharma Satyawan. 2004. Manajemen Pemerintahan Indonesia. Jakarta; Djambatan,
Edisi Revisi. Hal 35



Pemerintah dalam arti sempit adalah eksekutif yang melaksanakan fungsi
menjalankan undang-undang, yaitu kelompok orang yang diberi tugas untuk
merencanakan, mengumpulkan, menyusun, mengorganisasi, menggerakan, dan
mengarahkan segenap upaya-masyarakat dalam suatu Negara dalam rangka
mencapai tujuan Negara yang telah ditetapkan.**

Menurut Suryaningrat dalam Zulwendri: pemerintahan adalah perbuatan atau
cara/urusan pemerintah, pemerintah yang adil dalam pemerintahan yang demografi.
Sedangkan pemerintah adalah sekelompok individu yang mempunyai dan
melaksanakan kekuasaan atau dengan kata lain, pemerintahan adalah sekelompok
individu yang mempunyai dan melaksanakan wewenang yang sah dan melindungi
serta meningkatkan taraf hidup masyarakat melalui perbuatan dan keputusan.™

Menurut Sedarmayanti pemerintah yang baik dapat dikatakan sebagai
pemerintah yang menghormati, kedaulatan rakyat yang adil dan memiliki tugas pokok
yang mencakup hal-hal sebagai berikut :*°

1 Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia.

2. Memajukan kesejateraan umum.

3. Mencerdaskan kehidupan bangsa.

4. Melaksanakan ketertiban umum, perdamaian abadi dan keadilan sosial.
Didalam Pemerintahan, menunjukkan bahwa terdapat sebuah hubungan

antara struktur pemerintahan dengan rakyat selalu pemegang kedaulatan tertinggi.

" Nugroho, Riant. 2008. Kebijakan Publik Formulasi, Implementasi dan Evaluasi. Jakarta; PT.
Alex Media Komputindo. Hal 36

> Zulwendri, 2009. Implementasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Di Desa Perhentian
LuasKecamatan LogosTanah Darat Kabupaten Kuantan Singing (Studi Tentang Pelayanan
Pemerintahan). Hal. 15

16 Sedarmayanti, 2004. Manajemen Sumber Dgya Manusia, Jakarta, Mandar Maju. Hal. 9



Dimana dalam hubungan tersebut keduanya saling menguatkan, dalam hal ini
pemerintah di suatu sisi memiliki kewajiban menjalankan dan menaati pemerintah
berdasarkan kewenangan yang dimilikinya.'’

Berdasarkan pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa antara pemerintah
dengan_rakyat memiliki hubungan yang kuat, meskipun pemerintah adalah
pembuat peraturan dan kebijakan; tetapi pemerintah juga patut untuk menjalankan
dan mentaati peraturan” yang telah dibuat tersebut. Dengan hubungan tersebut
tujuan dari kebijakan dan peraturan yang dibuat akan mudah tercapai.

Pemerintah  sebagai sekumpulan orang-orang yang mengelola
kewenangan-kewenangan, melaksanakan, kepemimpinan — dan koordinasi
pemerintahan .serta pembangunan masyarakat dari lembaga-lembaga dimana
mereka ditempatkan. Pemerintah merupakan organisasi atau wadah orang yang
mempunyai kekuasaan dan lembaga yang mengurus kenegaraan dan kesejahteraan
rakyat dan Negara:*®

Dalam hal ini pemerintah adalah suatu lembaga atau badan publik yang
memiliki tugas untuk mewujudkan tujuan Negara dimana lembaga tersebut
diberikan kewenangan untuk melaksanakan.kepemimpinan dan koordinasi dari
berbagai lembaga dimana mereka ditempatkan.

Pemerintah adalah organisasi kekuasaan untuk membuat dan menerapkan
hukum serta undang-undang diwilayah tertentu pemerintahan dalam arti luas

adalah segala urusan yang dilakukan oleh Negara dalam menyelenggarakan

" Ndaraha, Talizudu. 2005. Kybernologi Sebuah Rekonstruksi Ilmu Pemerintahan. Jakarta;
Penerbit Rieneka Cipta, Hal 27

' Muhadam Labolo. 2006. Memahami Ilmu Pemerintahan. Jakarta; PT. Raja Grafindo Persada.
Hal. 22



nery wesy sejisidAu) ueeyeisndiag

iy disay yejepe il udwnyo(]

kesejahteraan rakyatnya dan kepentingan Negara sendiri, jadi tidak diartikan

sebagai pemerintah yang hanya menjalankan tugas eksekutif saja, melainkan juga

meliputi tugas-tugas lainya termasuk legislatif dan yudikatif.'®

diartikan juga sebagai lembaga at an yang melaksanakan pemerintahan

Negara, Negara bagian atau kota dan lain-lain.

Menurut David Apter dalam Syafiie Pemerintah merupakan satuan

anggota yang paling umum dalam menjalankan tanggung jawab untuk

19 bid. Hal 22
2 |bid. Hal 22



mempertahankan suatu sistem yang mencangkupnya dan monopoli praktis yang
menyangkut kekuasaan paksaanya.”*

Daerah adalah sebuah wilayah di didalam lingkungan pemerintah, dimana
wilayah daerah .tersebut bagian_dari permukiman: bumi; lingkungan kerja
pemerintah, wilayah; selingkup tempat yang dipakai untuk tujuan khusus,
wilayah; tempat-tempat sekeliling atati yangsdimaksud dalam lingkungan suatu
kota; tempat yang terkena peristiwa sama; bagian permtkaan tubuh.?”

Pemerintah Daerah juga memiliki keleluasaan dan kebebasan dalam
mengatur pemerintahaannya dengan caranya sendiri..Dalam hal ini bukan berarti
kebebasan yang seluas-luasnya tanpa berpedoman kepada peraturan, kebebasan
itu diartikan sebagai kebebasan yang bertanggung jawabh mengingat peran sebagai
pemegang kedaulatan tertinggi.

C.F Strong menyebutkan Pemerintahan Daerah ~merupakan sebuah
organisasi yang terdapat didalamnya sebuah hak dalam menjalankan kekuasaan
berdaulat atau tertinggi. Disamping itu, dalam arti luas Pemerintahan adalah
sesuatu yang lebih besar dari badan, organisi atau kelompok.”*

Keberadaan Pemerintah Daerah secara tegas dijamin dan diatur dalam
UUD Negara Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2014 Tentang Pemerintahan
Daerah dan Pasal 18 Ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945.

Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh
Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi

dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan

! Inu Kencana Syafiie. 2010. Pengantar llmu Pemerintahan. Jakarta; Refika Aditama. Hal 11.
22 G. setya Nughraha, R. Maulina F, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Surabaya. Hal. 145.
2% Fahmi Amrusi. 2012. Hukum Pemerintah Daerah. Nasamedia; Bandung.Hal 28.
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prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.%

Pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah

a 3 tentang
Pemerintaha penyelenggara
Pemerintah erintahan yang

menjadi kewe

berdasarkan Undang-Undang Nor n 2014 Tentang Pemerintah Daerah,

terdiri dari :%®

1. Urusan Absolut, Merupakan urusan yang menjadi kewenangan mutlah dari
pemerintah pusat, dan tidak didistribusikan kepada daerah, hal ini

dikarenakan urusan absolut tersebut merupakan urusan yang sangat prinsip

24 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah. Pasal 1 Ayat (2)
% Rauf Rahyunir. 2018. Asas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Nusamedia; Yogyakarta. Hal
357
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dan mendasar dalam kehidupan berbagsa dan bernegara, sehingga perlu di

atur dan dilaksanakan secara nasional sehingga ada keseragaman dalam

pelaksanaan urusan absolut di Indonesia.

a.

b.

Prinsip :

Akuntabilitas
Efesiensi
Eksternalitas, dan

Kepentingan strategis nasional.

: Urusan Politik Luar

erahk 'q h Pemerintah

dilaksanakan

SRANNRNY
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3. Urusan Pemerintahan Umum, merupakan urusan Pemerintahan yang tidak
termasuk dalam urusan absolut dan tidak termasuk dalam urusan konkuren

atau urusan otonomi daerah.

1. Perangkat Daerah Prov

a. Sekretariat Daerah
b. Sekretariat DPRD
c. Inspektorat

d. Dinas

e. Badan

%6 |bid. Hal 361
2" |bid. Hal 362
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2. Perangkat Daeeah Kabupaten/Kota terdiri dari ;

a. Sekretariat Daerah

b. Sekretariat DPRD

2.1.3. Kons

2.1.3.1.

A3 )
S
5
S
&
3
>S
g

wed

e:
=]
=3
=3
c
=}
=)
£

atau serang
merujuk padz

“kapabilitas”

waktu periode tertentu.?

Dalam menjalankan aktivitas tertentu kemampuan dan kecakapan
seseorang dalam bekerja sangat menentukan kualitas hasil pekerjaan tersebut.
Tinggi atau rendahnya kapabilitas seseorang dalam bekerja dapat dijadikan

standar penilaian kinerjanya.

8 Amir, M. Taufik. 2011. Manajemen Strategi. Pt. Raja Grafindo Persada; Jakarta. Hal 88
2 Moeherino. 2009. Pengukuran Kinerja Bershasis Kompetensi. Bogor; Ghalia. Hal 4
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Rudana menyatakan pengertian kapabilitas adalah sebuah sikap mendasar

yang dimiliki seseorang yang berdampak langsung terhadap atau dapat

mempredisikan, kinerja yang sangat baik.*

didalam orga naupu ! tensi diri dalam
menjalankan k “ata ‘- § n _te "~ |barat seorang
yang memi
sangat dite

belajar.

"\\3\\

S
ﬂ“
-

mampu bekerja denga .u a atu st ber daya saja saja tetapi
LI N 2

mampu mengelola dan meng ari keseluruhan sumber daya yang
tersedia.
Schreyogg dalam Kasumasari, Kapabilitas bukan hanya merepresentasikan

salah satu sumber daya saja, tetapi menunjukan terhadap sumber daya lain,

¥ Rudana. 2006. Pengaruh Kapabilitas dan Komunikasi Interpersonal Terhadap Kualitas
Pelayanan Publik. Jakarta; STIA LAN. Hal 6
3. Amir, M. Taufik. 2011. Manajemen Strategi. Pt. Raja Grafindo Persada; Jakarta. Hal 86
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diantaranya teknologi atau tenaga kerja, asset keuangan, tetapi lebih merupakan
cara yang khas dan unggul dalam mengalokasikan sumber daya. *

Berdasarkan beberapa pendapat para ahli diatas maka dapat disimpulkan

mencapai berbagai tujuan ata anisasi memiliki banyak komponen
yang melandasi sebagai suatu kesatuan diantaranya terdapat banyak orang, tata
hubungan kerja, spesialis pekerjaan dan kesadaran rasional dari anggota sesuai

dengan kemampuan dan spesialisasi mereka masing-masing.

% Kasumasari, Bevaola. 2014. Manajemen Bencana dan Kapabilitas Pemerintah Lokal.
Yogyakarta; Gava Media. Hal 45



nery wesy sejisidAu) ueeyeisndiag

iy disay yejepe il udwnyo(]

Organisasi ialah setiap bentuk persekutuan antara dua orang atau lebih

yang bekerja bersama serta secara formal terikat dalam rangka pencapaian suatu

tujuan yang telah ditentukan dalam ikatan yang mana terdapat seseorang atau

mereka bergantung dan bekerja. Organisasi dapat berkembang dengan baik
dengan adanya dukungan dari masyarakat dan lingkungan. Jika dikembangkan
dengan tepat maka anggota yang bekerja didalamnya juga akan mendapatkan

pengalaman serta pembelajaran.

¥ pradjudi, Armosudiro. 2006. Konsep Organisasi. Jakarta; PT. Raja Grafindo Persada. Hal 12
% Hasibuan. Malayu.S.P. 2011. Manajemen Sumber Daya Manusia. Jakarta; Bumi Aksara. Hal
120
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Organisasi yang dianggap baik adalah organisasi yang dapat diakui
keberadaanya oleh masyarakat disekitarnya, karena memberikan kontribusi seperti

pengambilan sumber daya manusia dalam masyarakat sebagai anggota-

orang dalam 3 i artisipasi secara if te Bentuk Organisasi

yaitu :*

Q@“\\" s

sederhana. Organisasi disebut sebagai organisasi militer
karena digunakan pada zaman dahulu di kalangan militer.

2. Organisasi Fungsional

Organisasi Fungsional merupakan organisasi di mana seorang pimpinan

tidak mempunyai bawahan yang jelas sebab setiap atasan memiliki

% Manullang. 2009. Dasar-Dasar Manajemen. Yogyakarta; Gadjah Mada University Press. Hal 61
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wewenang dalam memberi perintah maupun petunjuk kepada bawahan,
sepanjang ada hubungannya dengan fungsi atasan tersebut.

3. Organisasi Garis dan Staf

¢

S

=
: Z

ﬁ,’ berpaduan dari

&

ﬁ organiasi baik
yang harus as, maka terdapat
hubungan di ersebut. Semakin
banyak rangkain keg di in erat hubungan

dibuatlah  struktur

2.1.3.3. Kapabilitas Organisa:

Kapabilitas Organisasi adalah kumpulan sumber daya yang menampilkan
tugas atau aktivitas secara integratif. Biasanya, kapabilitas organisasi ditentukan
berdasarkan dua pendekatan yaitu pendekatan fungsional dan pendekatan rantai
nilai. Kedua pendekatan terbsebut banyak digunakan oleh organissi untuk

membentuk kapabilitas organisasi, akan tetapi yang perlu digaris bawahi
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kapabilitas hanya dapat dibentuk jika ada kerjasama yang terjalin diantara
berbagai sumber daya dalam organisasi.

Pada organisasi yang kompleks, kapabilitas mempengaruhi struktur hirarki

Kapabilitas * ters [ adz r-sumh telah dapat
diintegrasikan sesuai tuj m s tertentu, atau
sejumlah tugas g dihara ; 003 ian kapabilitas
menunjukan : i me mengeksplorasi sumber
dayanya.®
’Q rganisasi ada beberapa faktor
pendukung yang dapat ‘ : mya tujuan suatu organisasi
seperti sumber daya, teknologi maupun lingkungan organisasi tersebut.
Kapabilitas organisasi ialah kapasitas organisasi dimana menempatkan dan
memanfaatkan sumber daya untuk memenuhi keinginan dan hasil yang dicapai

didalam organisasi. Disamping itu, kapabilitas organisasi juga memerlukan

% Assauri, Sofian. 2013. Manajemen Pemasaran. Jakarta; Rajawali Pers. Hal 54



berbagai keahlian atapun skill individual yang diintegrasikan dengan teknologi,
peralatan dan berbagai sumber daya lainya.*’

Pengelolaan dan manajemen yang baik ikut mempengaruhi kapabilitas
organisasi, hal ini-bisa dilihat dari mampunya.erganisasi tetap bertahan meskipun
adapun perubahan di lingkungannya.

Menurut Teece, Et al dalam Sampurno;Kapabilitas organisasi menekankan
pada peran kunci manajemen stratejik dalam adaptasi yang tepat, integrasi dan
rekonfigurasi -internal dan skill organisasional, sumber daya dan kompetensi
fungsional sehingga terjadi kesesuaian dengan perubahan lingkungan.**

Amit dan Schoemaker dalam Kusumasari berpendapat bahwa kapabilitas
organisasi sebagai kapasitas organisasi untuk mengarahkan dan mengatur sumber
daya, serta menggunakan proses dan mekanisme sebuah organisasi untuk
mempengaruhi tujuan yang diinginkan.*® Definisisini memiliki‘dua fitur utama :

a. Kapabilitas adalah atribut - dari sebuah . organiasai  yang
memungkinkannya untuk mengeksploitasi sumber daya yang ada dalam
penerapan strategi.

b. Tujuan utama kapabilitas adalah untuk meningkatkan produktivitas
sumber daya lain yang dimiliki organisasi. Sumber daya yang dimaksud
disini adalah atribut modal keuangan, fisik, individual dan organisasi
yang menjadi modal dasar organisasi.

Berdasarkan pendapat beberapa ahli diatas, maka kapabilitas organisasi
adalah kemampuan sebuah organisasi dalam mengintergrasi dan mengesplorasi

sumber daya yang ada untuk mencapai tujuan yang diinginkan oleh organisasi,

baik sumber daya manusianya, keuangan, kelembagaan dan lain-lain. Kapabilitas

37 Sampurno, 2011. Manajemen Strategi, Menciptakan Keunggulan Bersaing Yang Berkelanjutan.
Yogyakarta; Gajah Mada University Press. Hal 52

*® Ibid. Hal 37

% Kasumasari, Bevaola. 2014. Manajemen Bencana dan Kapabilitas Pemerintah Lokal.
Yogyakarta; Gava Media. Hal 45



organisasi tidak akan dapat tercipta dengan sendirirnya atuu satu sumber daya saja
tanpa adanya dukungan dengan sumber daya lainya.

Hal yang perlu diperhatikan dalam menentukan keberhasilan kapabilitas
organisasi, adalah sebagai berikut :*°

a. Fungsi Keuangan
Sumber dana, cara pengelolaannya, sehingga menciptakan keuangan
yang sehat dalam perjalanan aktivitas dari organisasi tersebut.

b. Operasi
Memiliki sistem operasi yang baik apakah mau continus (dimana produk
diproses secara berekelanjutan sehingga perlu perangkat otomatis) atau
bisa juga yang berkaitan dengan operating leverage, terkait dengan
bagaimana dampak aktivitas penjualan berdampak pada pendapatan.

c. Sumber Daya Manusia
Memiliki tim kerja yang solid, hubungan industrial, mutu suasana kerja
yang baik, serta perhatian perusahaan dalam membangun sumber daya
manusia yang unggul.

Atribut Pemerintah Daerah dapat dilihat sebagai sumber daya dalam
manajemen bencana dan mencerminkan kemampuan organisasi untuk mengelola
setiap tahap manajemen bencand. Penelitian ini mendefinisikan kemampuan
sebagai sumber daya organisasi yang diperlukan untuk mencapai tujuan organisasi
yang berkempauan baik, diantaranya:**

g. Kelembagaan
Pengaturan kelembagaan yang efektif seperti memiliki struktur
organisasi, peran, tugas, tanggung jawab yang jelas serta mampu
menjalin networking dengan semua level pemerintahan.

h. Sumber Daya Manusia
Memiliki sumber daya yang cukup disertai dengan pembagian
pekerjaan dan delegasi yang jelas.

i. Implementasi Kebijakan
Tersedianya undang-undang, kebijakan dan peraturan sebagai
landasan pengambilan keputusan, menjalin hubungan dengan
institusi lainya serta untuk memobilisasi sumber daya.

0 Amir, M. Taufik. 2011. Manajemen Strategi. Pt. Raja Grafindo Persada; Jakarta. Hal 98
* Kasumasari, Bevaola. 2014. Manajemen Bencana dan Kapabilitas Pemerintah Lokal.
Yogyakarta; Gava Media. Hal 48
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J.  Keuangan
Memiliki dukungan keuangan yang memadai untuk mendukung
semua aktifitas dalam manajemen bencana.
k. Teknis
Memiliki S|stem logistik, manajemen dan sistem teknologi informasi
untuk dapat berkomunikasi. dan menjalin network

keputusan

ara ahli di atas,
dikemukakan
Kelembagaan,

Teknis dan

Setiap perbuatan harus bertu ada kewenangan yang sah. Tanpa adanya
kewenangan yang sah, seorang pejabat atau badan usaha Negara tidak dapat
melaksanakan suatu perbuatan pemerintah.

Didalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata wewenang disamakan

dengan kata kewenangan, dimana diartikan sebagai hak dan kekuasaan untuk

*2 Jimly Asshidigie. 2010. Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Sarjana.
Jakarta; Sinar Garafika. Hal 33



bertindak, kekuasaan membuat keputusan, memerintah dan melimpahkan
tanggung jawab kepada orang/badan lain.*®

Dari beberapa pendapat ahli disebutkan bahwa wewenang tidak sama
dengan kekuasaan: Kekuasaan-adalah tindakan-sementara wewenang terkandung
didalamnya hak dan kewajiban. Seperti yang dikemukan Bagir Manan wewenang
dalam buku bahasa hukum_tidak' sama dengan kekuasaan. Kekuasaan hanya
menggambarkan hak untuk berbuat dan tidak berbuat.\Wewenang sekaligus berarti
hak dan kewajiban.**

Menurut H.D Stout wewenang adalah pengertian yang berasal dari hukum
organisasi pemerintahan, yang dapat dijelaskan sebagai seluruh aturan-aturan
yang berkenaan dengan perolehan dan penggunaan wewenang-weweang
pemerintahan oleh subjek hukum publik didalam hubungan hukum publik.*®

Dalam pemerintahan;, kewenangan seorang pejabat-adalah kewenangan
yang bersifat formal dimana kewenangan tersebut menyangkut tindakan hukum
dan hal-hal lainnya yang bersifat formal. Kewenangan. ini memiliki posisi yang
sangat penting dalam sebuah kajian hukum dan administrasi Negara.

Kewenangan adalah™merupakan hak- menggunakan wewenang dimiliki
seorang pejabat atau institusi menurut ketentuan yang berlaku, dengan demikian
kewenangan juga menyangkut kompetensi tindakan hukum yang dapat dilakukan

menurut kaidah-kaidah formal. Jadi kewenangan merupakan kekuasaan formal

3 Kamal Hidjaz. 2010. Efektivitas Penyelenggaraan Kewenangan Dalam Sistem Pemerintahan
Daerah di Indonesia. Pustaka Refleksi; Makasar.Hal 35

* Nurmayanti S.H, M.H. 2009. Hukum Administrasi Daerah. Universitas Lampung Bandar
Lampung. Hal 26

> Ridwan H.R. 2013. Hukum Administrasi Negara. PT. Raja Grafindo Persada; Jakarta. Hal 71
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yang dimiliki oleh pejabat atau institusi. Kewenangan memiliki kedudukan yang
penting dalam kajian hukum tata negara dan hukum administrasi Negara.*®

Berdasarkan pengertian kewenangan diatas menurut para ahli, penulis juga

berpedom

pengaturan

melekat pada suatu jabata

2. Pelimpahan
a. Mandat merupakan wewenang yang bersumber dari proses atau
prosedur pelimpahan dari pejabat atau badan yang lebih tinggi kepada

pejabat yang lebih rendah (atasan bawahan).

“® Ibid. Hal 90
7M. Makhfudz. 2013. Hukum Administrasi Negara. Garaha Ilmu; Jakarta. Hal 13



nery wWe[sy sejisIdAm ueeyesndiog

iy disay yejepe il udwnyo(]

b. Delegasi merupakan wewenang yang bersumber dari pelimpahan suatu

organ pemerintahan wewenang kepada organ lain dengan dasar

peraturan perundang-undangan.

biasa kecuali

pemerintahan

Sebuah kewenangan Pemerintah Daerah ditingkat Provinsi menurut
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, adalah 48

1. Urusan Pemerintahan yang lokasinya lintas daerah kabupaten/Kota.

2. Urusan Pemerintahan yang penggunaanya lintas daerah Kabupaten/Kota.

3. Urusan Pemerintahan yang manfaat atau dampak negatifnya lintas daerah

Kabupaten/Kota.

8 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Pasal 13 Ayat (2)
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4. Urusan Pemerintahan yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien
apablia dilakukan oleh daerah provinsi.

Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan pemerintahanya, terdapat

erikan kepada
adalah suatu

yusat di tingkat

AL

sjal.

%\\\\Q

terdahulu yang
dilakukan dan itian yang sedang
dilakukan.*

Judul penelitian Kapabilitas Pemerintah Daerah Provinsi Riau dalam
Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan. Hasil penelitian ini menunjukan

bahwa kapabilitas pengendalian Pemerintah Provinsi Riau selama ini berfokus

pada kabut asap, yaitu tahap pemadaman saja.

* La Ode Bariun. 2015. Hakikat Kewenangan Mahkamah Kosntitusi Dalam Penyelesaian
Sangketa Hasil Pemilihan Kepala Daerah Yang Berkeadilan. Disertasi. Makassar; Program Pasca
Sarjana. Universitas Hasanuddin. Hal. 136

%0 Syafhendri. 2017. Pedoman Penulisan Tesis Program Magister Ilmu Pemerintahan. Pekanbaru.
Hal. 9



2. Mariana
Judul penelitian Responsivitas Pelayanan Pemadam Kebakaran pada

Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Gowa. Hasil

penelitian menunjuk Wa secara umum respe as pelayanan kebakaran

iy disay yejepe il udwnyo(]
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4. Prima Widayanto

Judul Penelitian Analisis Kerja Tim Pemadam Kebakaran Dalam
Upaya Penanggulangan Kejadian Kebakaran di Dinas Kebakaran Kota
Semarang. Hasil penelitian menunjukan bahwa saran kepada pihak dinas yaitu
menyusun komposisi personil sesuai dengan tingkatan organisasi pemadam,

penempatan jabatan selain berdsarkan kepangkatan tetapi juga seharusnya lebih
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didasarkan pada kualifikasi yang dimiliki, penerimaan personil seharusnya

didasarkan berdasarkan kebutuhan WMK.

5. Hana Rosila

sebelumnya mengangkat permasalahan kebakaran hutan dan lahan.
2. Mariana

Dalam penelitian ini tidak terdapat persamaan dengan apa yang
peneliti lakukan. Sedangkan perbedaannya adalah peneliti mengangkat
permasalahan kapabilitas sedangkan penelitian sebelumnya mengangkat

permasalahan responsivitas dan lokasi penelitian dilakukan di Bidang
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Pemadam Kebakaran Kabupaten Kampar sedangkan penelitian sebelumnya di
Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Gowa.

3. Muhammad Riduansyah

ngan lokasi instansi

engan apa yang
mengangkat
permasa apat Mok er litie 1 mengangkat
permasalaha alisis ke ema asi penelitian di

lakukan < " 203 bakars D par sedangkan

adalah peneliti mengangkat
permasalahan kapabilitas sedangkan penelitian sebelumnya mengangkat
permasalahan kesiapsiagaan menghadapi bencana kebakaran dan lokasi
penelitian di lakukan di Bidang Pemadam Kebakaran Kabupaten Kampar
sedangkan penelitian sebelumnya di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota

Yogyakarta.



2.3.  Kerangka Pemikir

Gambar I11.1
Kerangka Pemikir Kapabilitas Bidang Pemadam Kebakaran Dalam
Penanggulangan Kebakaran di Kabupaten Kampar Provinsi Riau

Pemerintah Daerah Kabupaten Kampar

o

BIDANG PEMADAM KEBAKARAN

I2 1 |

SOTK MASALAH

Peraturan Bupati Kampar Nomor 1. Belum memiliki Pos Pelayanan
60 Tahun 2016 Tentang Kecamatan (P2K)

Kedudukan. Susunan Organisasi, 2...Masih" terbatasnya sarana dan
Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja prasarana operasional kebakaran
Satuan Palisi Pamong Praja 3. Masih Minimnya  personil

Kabupaten Kampar. pemadam kebakaran

KAPABILITAS
Kasumasari, (2014: 48)

Kelembagaan

Sumber Daya Manusia
Implementasi Kebijakan
Keuangan

Teknis

kepemimpinan

it

Output Penelitian

Uk wd =

Sumber : Olahan Penelitian, 2019



2.4.  Konsep Operasional

Untuk menciptakan kesatuan bahasa, makna, persepsi atau untuk

memudahkan penganalisaan dan menghilangkan _keracuan definisi tentang
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beberapa ko onal, yaitu
1.
pun potensi
miliki potensi
an tertentu
2.
yang memiliki
3.
lamnya termasuk
gah kemungkinan
serta menyelamatkan
4. Kelembagaan

Pengaturan kelembagaan yang efektif seperti memiliki struktur organisasi,
peran, tugas, tanggung jawab yang jelas serta mampu menjalin networking
dengan semua level pemerintahan.

5. Sumber Daya Manusia
Memiliki sumber daya yang cukup disertai dengan pembagian pekerjaan

dan delegasi yang jelas.
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6. Implementasi Kebijakan

Tersedianya undang-undang, kebijakan dan peraturan sebagai landasan

pengambilan keputusan, menjalin hubungan dengan institusi lainya serta

7.

8.

9.
2.5.

Konsep Variabel Indikator Sub Indikator
1 2 3 4
Kapabilitas adalah Kapabilitas [1. Kelembagaan a. Organisasi
Kemampuan
b. Aktivitas

mengesploitasi
secara baik sumber
daya ataupun potensi
yang ada didalam
organisasi maupun

2. Sumber Daya
Manusia

a. Skill/Kualitas

b. Rekrutmen
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serangkaian kegia

Taufi

Sumber : Olaha

1 3 4
didalam diri, serta 3. Implementasi a. Prosedur
memiliki potensi diri biiak
dalam menjalankan Kebijakan b. Tindakan
kegiatan ataupun

c. Formulasi
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BAB 111

METODE PENELITIAN

3.1

pemecahan
masalah ata teli ’ ujuan te akukan suatu
metode ya : an relaval ‘ ode penelitian
diartikan n tujuan dan
kegunaan t penelitian ini
adalah desk

able-variabel yang diteliti,

lak ipul Q ‘ L’
perlakuan manipulasi Q““@

melainkan menggambarkan ang apa adanya. Satu-satunya
perlakuan yang diberikan hanyalah penelitian itu sendiri, yang dilakukan melakui

observasi, wawancara dan dokumentasi.'%?

10 gygiyono. 2014. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&B cetakan kedua puluh .
Bandung: Alfabeta. Hal 2

102 Nana Syaodih Sukmadinata. 2011. Metode Penelitian Pendidikan. Bandung; PT. Remaja
Rosdakarya. Hal. 73
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Berdasarkan keterangan diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa penelitian
deskriptif kualitatif yaitu rangkaian kegiatan untuk memperoleh data yang bersifat

apa adanya tanpa ada dalam kondisi tertentu yang hasilnya lebih menekankan

idang Pemadam
Kebakaran = Padz [ug - g Pre Ka . Alasan
pemilihan lokas - i adalah ka malnya penanganan

penanggul

Informan adalah orang atau su nformasi dalam penelitian, terdiri dari

103

key informan dan informasi pendukung.” Adapun informan dimaksud adalah :
Kasat Pol PP, Anggota DPRD, Kabag Organisasi, Kabid Damkar, Kasi

Pengendalian dan Penanggulangan, Anggota Damkar dan Korban Kebakaran.

103 syafhendri. 2017. Pedoman Penulisan Tesis Program Magister Ilmu Pemerintahan. Pekanbaru.
Hal. 14



3.4. Jenis dan Sumber Data

Data merupakan hal yang utama dalam suatu proses penelitian atau
pengamatan. Dalam melakukan sebuah pengamatan diperlukan sumber data yang
bertujuan untuk menggali informasi pada suatu pengamatan.-Menurut Arikunto
data adalah hasil pencatatan peneliti, baik yang berupa fakta ataupun angka.*”*

Sumber data mampu-memahamidans mengidentifikasi latar data
(lingkungan natural dan artifisial atau keduanya) dan sumber data (intern dan
ekstern atau keduanya maupun data primer dan data sekunder), akan memudahkan
peneliti untuk memilih metode pengumpulan data yang tepat guna dan hasil guna
dan memudahkan melakukan pengumpulan data.**

Yang dimaksud sumber data penelitian ini adalah subjek dari mana data
diperoleh. Untuk menggali data-data tersebut, maka penelitian-ini dilakukan pada

komponen yang berhubungan-dengan Kapasibilitas bidang pemadam kebakaran

dalam penanggulangan kebakaran di Pemerintah Daerah Kabupaten Kampar.

1. Data Primer, adalah data yang diperoleh langsung dari responden. di
lapangan. Dalam penelitian ini data diperoleh langsung dari lokasi
penelitian dengan cara pertemuan face to face (tatap muka), dalam hal
ini data yang berkaitan dengan kapasibilitas bidang pemadam
kebakaran dalam penanggulangan kebakaran diantaranya meliputi data

hasil kuesioner dan hasil wawancara dan observasi.

104" Arikunto, Suharismi, 2010. Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktik (edisi revisi)
cetakan keempat belas. Jakarta: Rhineka Cipta. Hal 161

195 Sjlalahi, Ulber. 2012. Metode Penelitian Sosial cetakan ketiga. Bandung: PT. Refika Aditama.
Hal 289
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2. Data sekunder, adalah data pendukung yang diperoleh dari instansi
pemerintahan yang erat kaitanya dengan penelitian ini. Data ini bisa

berupa penjelasan umum, struktur organisasi dan fungsi setiap unit

35.

ling trategis dalam
penelitian, s . ama i - mendapatkan data.
Tanpa menge teknik p an  da - eneliti  tidak akan
mendapatka

akukan dengan
cara:

a yang tidak hanya
mengukur sikap da et) namun juga dapat
digunakan untuk mereka arbage glo a yang terjadi (situasi dan
kondisi).'?’

Observasi merupakan cara mengumpulkan data dengan mengamati
perilaku, peristiwa, atau mencatat karakteristik fisik dalam pengaturan yang

alamiah. Observasi bisa terbuka (semua orang tahu bahwa mereka sedang diamati)

106 Sugiyono. 2014. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&B cetakan kedua puluh .

Bandung: Alfabeta. Hal 224
107 Syafhendri. 2017. Pedoman Penulisan Tesis Program Magister llmu Pemerintahan.
Pekanbaru. Hal. 16
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atau terselubung (tidak ada yang tahu mereka sedang diamati dan pengamat yang
tersembunyi).

Di dalam kegiatan peneitian ini, penulis akan melakukan observasi

<
o
7

RNk

penanya atau

nakan alat yang

instrumen yang penulis sendiri yang terjun langsung ke lokasi penelitian selaku
subjek dengan kata lain bahwa penulis merupakan instrumen utama dalam

penelitian.*°

1% Jpid. Hal. 16

109 Nazir, Moh. 2011. Metode Penelitian. Bogor : Ghalis Indonesia. Hal 193

10 gy giyono. 2014. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&B cetakan kedua puluh.
Bandung: Alfabeta. Hal 420
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Dokumentasi merupakan sebuah teknik pengumpulan data melalui usaha
pengumpulan sejumlah dokumen, studi kepustakaan, arsip, dan bahan tertulis

lainya yang bersumber dari lokasi lain yang dianggap berhubungan dengan bahan

penelitian. (dapa : i de Isué | oa foto, video dan

digunakan dalam

penelitian. Dalam peneliti ualitat g menj g alah peneliti itu

sendiri atau

a. Uk me ieliti.sedang melakukan pembicaraan

meningkatkan keabsahan penelitian akan terjamin, karena peneliti

betul-betul melakukan pengumpulan data.

11 gyafhendri. 2017. Pedoman Penulisan Tesis Program Magister llmu Pemerintahan.

Pekanbaru. Hal. 17
12 gygiyono. 2014. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&B cetakan kedua puluh .
Bandung: Alfabeta. Hal 224
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b. Voice recorder berfungsi untuk merekam semua percakapan atau
pembicaraan. Penggunaan voice recorder dalam wawancara perlu

memberi tahu kepada informan apakah dibolehkan atau tidak.

i - B a. percakapan dengan
m‘\“ .’a. il, notebook

data hasil

3.7.

nkan pada uji
validitas da tara data yang
terjadi pada © elitian-dengan da at dilaporkan oleh peneliti.
Dengan de ata ala ; of; “c; antara data yang

dilaporkan o ) dengar g jadi pada objek

penelitian.'*®

dan confirmability (objektivitas).
Untuk mengecek keabsahan data dalam penelitian ini menggunakan uji
credibility. Adapun teknik yang dilakukan antara lain :
1. Perpanjangan pengamatan
Dengan perpanjangan pengamatan berarti peneliti kembali ke lapangan,

melakukan pengamatan, wawancara lagi dengan sumber data yang pernah ditemui

113 1bid. Hal 224
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maupun yang baru. Dengan pengamatan ini berarti hubungan penelitian dengan
narasumber akan semakin terbentuk rapport, semakin akrab (tidak ada jarak lagi),

semakin terbuka dan saling mempercayai sehingga tidak ada informasi yang

penelitian ini, KUS ngujie yang telah

diperoleh, apakah data Yang ¢ i em| Kelapangan data

berubah a setelal < ‘ data sudah benar

Yang dimaksud dengan bahan referensi disini adalah adanya pendukung
untuk membuktikan data yang telah ditemukan oleh peneliti. Sebagai contoh, data

hasil wawancara perlu didukung dengan adanya rekaman wawancara. Dalam

114 1bid. Hal 271
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laporan penelitian, sebaiknya data-data yang dikemukakan perlu dilengkapi

dengan foto-foto atau dokumen autentik, sehingga menjadi lebih akurat.**®

4. Mengadakan membercheck

keabhsahan data.

digunakan dala wlis ) +' suai : : a Y3 sud suber data

atau informe

all "*} a dan menyusun Secara

T

c

atatan lapangan, dan bahan-

sistematis data yang diperole Q ‘ “‘

bahan lain, sehingga dapat muda dan temuanya dapat diinformasikan

kepada orang lain."*’

Adapun tiga alur kegiatan yang terjadi didalam sebuah kegiatan analisis,

diantaranya redukasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi.

15 1bid. Hal 275
116 1hid. Hal 276
17 1bid. Hal 224
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Ketiga langkah-langkah tersebut akan dipergunakan penulis di dalam analisis data

antara lain sebagai berikut :*'®

1. Reduksi data

yang sebelumnya perna Kesimpulan awal yang ditetapkan
sementara, akan mudah berubah bila ditemukan bukti-bukti yang baru
dan kuat untuk mendukung tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi
jika kesimpulan awal telah didukung oleh data yang valid dan konsisten,

maka kesimpulan yang dikemukakan adalah kesimpulan yang kredibel.

18 gijlalahi, Ulber. 2012. Metode Penelitian Sosial cetakan ketiga. Bandung: PT. Refika Aditama.
Hal 339
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3.9. Jadwal Penelitian

Tabel 111.1
Jadwal Penelitian Tentang Kapabilitas Bidang Pemadam Kebakaran Dalam Penanggulangan Kebakaran
ampar Provinsi Riau

Bulan/Minggu

ar Apr Mei Juni Juli
2019 2019 2019 2019

2|3
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BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1  Gambaran Umum Kabupaten Kampar

Dalam ﬂ%‘m w“‘—“ Qﬁ a. gan dan aspirasi

masyara 9 Tentang

Pembent paten Rokan
Hilir, Kab a, Kabupaten

Kuatan Si

A N \ '9‘

Pada tanggs enjadi 3 (tiga)

Kabupaten bupaten Rokan

A%V

Hulu, dua K an sebelumnya

merupakan
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Sumber : Kabupaten Kampar Dalam Angka. 2017
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4.1.1. Visi dan Misi Kabupaten Kampar
Visi Misi merupakan konsep perencanaan yang disertai dengan tindakan
sesuai dengan perencanaan yang dibuat untuk mencapai tujuan yang telah

ditetapkan dalam waktu tertentu.

i ‘wnw\‘ --a,'
o,

dan Berad
Sebagai

sebagai ber

4.1.2. Letak Geografis
Kabupaten Kampar dengan luas lebih kurang 1.128.928 Ha merupakan
daerah yang terletak antara 01 000°40” Lintang Utara sampai 00 027°00” Lintang
Selatan dan 100028°30” — 101014°30” Bujur Timur. Batas-batas daerah

Kabupaten Kampar adalah sebagai berikut:



N ueeyesndidg
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ISJIAIU

nery we[sy sej

e Sebelah Utara berbatasan dengan Kota Pekanbaru dan Kabupaten Siak.
e Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Kuantan Singingi.

e Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Rokan Hulu dan Propinsi

Sumatera Barat.

inasi daerah

perbukita c ali SuNga i st pengairan  bagi

masyaraka

km dengan
meter. Seluruh
yang melewati

Kuok, Kampar,

Tiga sungai besar yang terdapat di Kabupaten Kampar ini sebagian masih
berfungsi baik sebagai sarana perhubungan, sumber air bersih, budi daya ikan,

maupun sebagai sumber energi listrik (PLTA Koto Panjang).
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Terdapat waduk PLTA Koto Panjang dengan luas genangan 12.000 ha
pada bagian hulu sungai Kampar kanan. Disamping itu difungsikan juga sebagai

sumber pembangkit listrik tenaga air (PLTA) yang dapat menyuplai kebutuhan

energi listrik sebesar 114 mw.

provinsi Suma 3arat denga ) kaan laut dan
kemiringa
udara rata-rata 30¢ embaba : 1%, dan curah hujan

rata-rata 28

2009, seluas 10.476 ha (0,93%) anah sawah (wed field), 353.505 ha
(31,31%) lahan perkebunan (dry field) dan 196.505 ha (17,41%) adalah hutan
(forest). Di Kabupaten Kampar hutan seluas 473.143,17 ha menurut fungsinya
sampai dengan tahun ini adalah hutan lindung seluas 29.906,04 ha (7,09%) hutan
konservasi 103.136,29 ha (20,70%), hutan produksi terbatas 303.351,42 ha

(65,18%) dan seluas 36.749,42 ha (7,03%) merupakan hutan produksi.
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Pembangunan di sub sektor kehutanan diarahkan untuk meningkatkan

kesejahteraan dan kemakmuran rakyat dengan tetap memelihara kelestarian

sumber daya alam, fungsi hutan, lingkungan hidup, air dan lain-lain.

4.1.4. Kondisi Demografis

Jumlah Penduc

abupaten Kampar

penyelenggaraan

Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2019

aksud yang

u

harus ada

No Jenis Kelamin Jumlah
1 | Laki-Laki 417.085
2 | Perempuan 395.617

Jumlah 812.702

Sumber : Kabupaten Kampar Dalam Angka. 2017
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Berikut ini dapat kita lihat jumlah penduduk Kabupaten Kampar

berdasarkan kelompok umur dapat dilihat pada tabel 1V.2, sebagai berikut :

Tabel IV.2
Jumlah Penduduk Kabupaten Kampar
enurut Kelompok Umur Tahun

Z
o

Ol O N O O &~ W N

812.702

Berdasarkan tabel tersebut diketahui bahwa Kabupaten Kampar memiliki
pendudukuk berjumlah 812.702 Jiwa, dimana laki-laki berjumlah 417.085 jiwa
dan perempuan 395.617 jiwa. Dari keterangan tersebut dapat dilihat bahwa

penduduk laki-laki lebih banyak dari pada penduduk perempuan.



4.1.5. Wilayah Administrasi
Ibukota Kabupaten Kampar berpusat di Bangkinang Kota yang berjarak
+61 Km dari Kota Pekanbaru. Berikut ini dapat kita lihat luas wilayah Kabupaten

Kampar menurut Jumlah Desa/Kelurahan, pada tabel 1V.3, sebagai berikut :

iy disay yejepe il udwnyo(]
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a
9
[TAS IS

No eus\\ 2 Luas

1 5

1 | Kampar 915.33
2 | Kam 1.301.25
3 | Kamp i ) 759.74
4 | Gunu = _,' ;. = 597.97
5 | Kampar Kiri Ten ol - - 330.59
6 | XINK —————— 732.40
7 | Koto p u 674.00
8 | Kuok E - R 151.41
9 | Salo C A" 207.83
10 | Tapung 1.365.97
11 | Tapung Hul - 1.169.15
12 | Tapung Hilir 16 1.013.56
13 | Bangkinang Kota 2 177.18
14 | Bangkinang 7 253.50
15 | Kampar 1 17 136.28
16 | Kampa - 9 173.08
17 | Rumbio Jaya - 7 76.92
18 | Kampar Utara - 8 79.84
19 | Tambang - 17 371.94
20 | Siak Hulu - 12 689.80
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1 2 3 4 5
21 | Perhentian Raja 5 111.54
Jumlah 8 242 11.289.28

Sumber : Kabupaten Kampar Dalam Angka.2017

Berdasarkan tebel tersebut menunjukan bahwa Kabupaten Kampar

sekitar 11, m2). Dari 21

Kecamatan ng merupakan
Kecamatan 2, sedangkan
Kecamatan terkecil yakni

76,92 km2.

-.~! N suatu bangsa dan merupakan

suatu sarana untuk me ’&‘ da ampilan manusia. Kualitas
| SN

sumber daya manusia sanga g dari kualitas pendidikan. Guna

meningkatkan kualitas pendidikan ini dibutuhkan sarana pendidikan dan
penyediaan guru yang memadai. Aspek pendidikan merupakan satu aspek yang
sangat berpengaruh terhadap pelaksanaan pembangunan. Maka untuk
meningkatkan dan untuk mempertahankan tingkat pendidikan dan nilai-nilai

budaya dilakukan penanaman nilai secara intensif.
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Sesuai dengan amanah undang-undang dasar dan undang-undang
pendidikan, maka pemerintah Kabupaten Kampar sejak 2007 lalu sudah
mengalokasikan anggaran diatas 20% dari anggaran APBD, hal ini digunakan

untuk memenuhi penyediaan sarana dan prasarana pendidikan, penyediaan guru

dan peningkatan an guru. Demi pe dibidang pendidikan,

Jumlah

487

128

50

26

691

Berdasarkan tebel tersebut menunjukan bahwa Kabupaten Kampar
memiliki keseriusan terhadap bidang pendidikan, dimana sarana prasarana
pendidikan di Kabupaten Kampar baik itu negeri maupun swasta saat ini
berjumlah 691 yang terdiri dari Sekolah Dasar (SD) sebanyak 487 Sekolah,

Sekolah Menengah Pertama (SMP) sebanyak 128 Sekolah, Sekolah Menengah
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Atas (SMA) sebanyak 50 Sekolah dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)
sebanyak 26 Sekolah.

Dibidang pendidikan agama, perhatian pemerintah juga sangat besar hal
ini sesuai dengan keinginan bupati Kampar yang menginginkan pendidikan moral
dan ahklak juga ng sangat penti ah Ibtidaiyah (Mi),
Madrasa i adrasah k pesantren

tumbuh idi i a.
8 d@\\‘*“ﬁw“w“@ﬁoa

ri/Swasta di
Kabupaten
paten Kampar
No la ma l 1 a | Jumlah
1 | Madr i h( ] 29
2 | Madra iyah 84
3 | Madras KANB A 48
3 48 161
Sumber : Kabup A
o L]
Berdasarkan te a umlah sekolah agama di
Kabupaten Kampar baik itu i a berjumlah 161, dimana terdiri

dari madrasah ibtidayah (Mi) sebanyak 29 sekolah, madrasah tsanawiyah (MTS)

sebanyak 84 sekolah dan madrasah aliyah (MA) sebanyak 48.

Selain itu, di Kabupaten Kampar memiliki 3 (tiga) perguruan tinggi yaitu
Sekolah Tinggi IImu Ekonomi (STIE), Universitas Tuanku Tambusai (UT) dan

Kampus Politeknik Kampar.
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4.1.7. Kesehatan
Pembangunan dibidang kesehatan bertujuan agar semua lapisan
masyarakat memperoleh pelayanan kesehatan secara mudah, murah dan merata.

Dengan meningkatkan pelayanan ini diharapkan akan dapat meningkatkan derajat

kesehatan masyarak esehatan masyakarat

q.ﬁ;‘é“‘.\‘

A 2

gl B~ W N

Berdasarkan tebel tersebu an bahwa, Sarana kesehatan yang
dimiliki hingga saat ini di Kabupaten Kampar Berjumlah 943, dimana terdiri dari
6 unit Rumah Sakit (RS), 31 Unit Puskesmas, 184 Unit Pukesmas Pembantu dan

22 Unit Pukesmas Keliling, 700 Unit Posyandu.
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Selain fasilitas kesehatan, Pemerintah Kampar juga mempersiapkan tenaga
medis seperti Dokter, Bidan dan Perawat. Berikut ini dapat kita lihat jumlah

tenaga medis di Kabupaten Kampar pada tabel V.7, sebagai berikut :

Tabel IV.7
umlah Tenaga

ONNRNNNE o),

ur

<%

S

|

RA LN

WNANAT

sl B Bl

o
[
J

)0
{,
s

kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa senantiasa dikembangkan dan

ditingkatkan untuk membina kehidupan masyarakat dan mengatasi berbagai

masalah sosial budaya yang mungkin dapat menghambat kemajuan Negara.
Berikut ini dapat kita lihat jumlah rumah ibadah di Kabupaten Kampar

pada tabel 1V.8, sebagai berikut :
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Tabel IV.8
Jumlah Rumah Ibadah
Di Kabupaten Kampar Tahun 2019

No Rumah Ibadah Jumlah
1 | Masjid 698

Mushola

Kampar me

sarana ibad

4.1.9. Bidang Pemadam Kebaka Kabupaten Kampar

Peraturan Bupati Kampar Nomor 60 Tahun 2016 Tentang Kedudukan.
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong
Praja Kabupaten Kampar, Bidang Pemadam Kebakaran tergabung pada Satuan

Polisi Pamong Praja Kabupaten Kampar.
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Sumber : Ka

Dipi

bidang pemad

Pemadam Kebaka

Gambar 1.2

Bagan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kampar

e TN I
Talhla A B 3]

cataNyuuha
;
E

3 )

L/
a

i

k. Mengkoorc < 4@? ang pemadam kebakaran
dalam pelaksa t@ gas penanggulangan kebakaran dan tugas
lain yang dibe hj" Satuan Polisi Pamong Praja

Kabupaten Kampar;
Melaksanakan koordinasi penyusunan rencana program kerja bidang
pemadam kebakaran;

. Melaksanakan pembinaan organisasi dan tata laksana bidang pemadam

kebakaran;

. Mengelola ketatalaksanaan dan pembinaan administrasi umum dan

menyusun laporan kegiatan secara berkala di bidang pemadam
kebakaran;

. Merumuskan dan menyiapkan kebijakan fasilitas/sarana/kebutuhan

bidang pemadam kebakaran;



Memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Satuan tentang
langkah-langkah atau tindakan yang perlu diambil di dalam bidang

tugasnya;
Membuat laporan hasil pelaksanaan tugas berdasarkan kegiatan yang
telah dilakukan untuk dipergunakan sebagai bahan

masukan/pertimbangan dan sebagai bahan pertanggung jawaban bagi
atasan;

Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh Kepala Satuan
secara lisan maupun tulisan;

Menilai hasil kerja bawahan dengan mengisi buku catatan penilaian
sebagai bahan penilaian DP-3 dan SKP;

Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan;

Dalam melaksanakan tugasnya Bidang pemadam kebakaran dibantu oleh

dua Kepala Seksi yaitu

1.

2.

Kepala Seksi Pengendalian dan Penanggulangan.

Kepala Seksi Pencegahan dan Kewaspadaan Dini.

Seksi pengendalian dan penanggulangan dipimpin oleh seorang Kepala

Seksi yang mempunyai tugas pokek melaksanakan kegiatan pengendalian dan

penanggulangan kebakaran. Dalam melaksanakan tugasnya, seksi pengendalian

dan penanggulangan melaksanakantugas dan-fungsi :

a.
b.

C.

=xs

Menerima petunjuk dan arahan sesuai disposisi atasan;

Memberi petunjuk, membagi tugas dan membimbing bawahan agar
pelaksanaan tugas berjalan lancar dan tertib;

Memeriksa, ~mengecek, mengoreksi, “mengontrol, merencanakan
kegiatan dan membuat laporan perjalanan tugas;

Menyiapakan bahan «rumusan kebijakan teknis di Sub Bidang
Pengendalian dan Penanggulangan Kebakaran;

Menyusun dan mengatur pola rencana pencegahan dan pemadaman
dalam upaya penyelamatan jiwa dan harta benda;

Melakukan koordinasi kegiatan pengendalian dan penanggulangan
kebakaran;

Melaksanakan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan;
Memberikan bantuan penanggulangan pemadam serta bencana lainya
yang menimpa daerah lain dengan ketentuan berlaku;

Melaksanakan tugas-tugas pengamanan dibidang pencegahan dan
penanggulangan bahaya kebakaran dan bencana lainya yang bersifat
preventif maupun represif;



g.

r.

Menyiapkan bahan pedoman dan petunjuk teknis untuk penyusunan
rencana program dan rencana kerja anggaran;

Mengumpulkan data dilingkup pemadam dan penanggulangan
kebakaran;

Melaksanakan penyuluhan dan petunjuk teknis kepada masyarakat luas
dan dinas/instansi dalam rangka pencegahan dan penanggulangan
bahaya kebakaran;

. Melaksanakan pemadaman dan penanggulangan kebakaran yang

meliputi-penyiapan rumusan kebijakan dana. fasilitas pelaksanaan
kegiatan pemadaman dan penanggulangan kebakaran, pengadaan
sumber-sumber air dan bahan-bahan lain dalam rangka pemadaman
dan penanggulangan kebakaran;

Menginventarisir, pemeliharaan dan pengawasan sumber-sumber air
yang dapat digunakan untuk menanggulangi bahaya kebakaran;
Pelaporan “pelaksanaan kegiatan di ‘lingkup pemadaman dan
penanggulangan kebakaran;

Melaksanakan teknis bagian pengendalian dan penanggulangan
kebakaran;

Menilai hasil kerja bawahan dengan mengisi buku catatan penilaian
sebagai bahan penilaian DP-3 dan SKP;

Melaksanakan tugas lainya sesuai perintah dari atasan;

Seksi Pencegahan dan Kewaspadaan Dinidipimpin oleh sorang Kepala

Seksi yang mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan pencegahan dan

kewaspadaan  dini... Dalam  melaksanakan tugas, Seksi . Pencegahan dan

Kewaspadaan Dini melaksanakan tugas dan fungsi :

a.
b.

C.

Menerima petunjuk dan arahan sesuai disposisi atasan;

Memberi petunjuk, membagi -tugas dan membimbing bawahan agar
pelaksanaan tugas berjalan lancer dan tertib;

Memeriksa, " mengecek, mengoreksi, . mengontrol, merencanakan
kegiatan dan membuat laporan perjalanan tugas;

Menyiapkan bahan" rumusan kebijakan teknis di Sub Bidang
Pencegahan dan Kewasapadaan Dini.

Menyiapkan tim penyuplai bahan sebagai komponen pendukung
operasi pencegahan dan pemadaman penanggulangan kebakaran hutan
dan lahan;

Menyipakan bahan pedoman dan petunjuk teknis untuk penyusunan
rencana program dan rencana kerja anggaran;

Memberdayakan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia di
lingkup pemadaman kebakaran;

Melaksanakan pemadaman, pencegahan dan kewaspadaan dini
terjadinya kebakaran yang meliputi penyiapan perumusan kebijakan



dan fasilitasi pelaksanaan kegiatan pemadaman dan dalam rangka
pemadaman kebakaran;

Melaksanakan dan menyusun rencana kebutuhan dan peralatan teknis
dan sarana operasional dalam menanggulangi kebakaran dan bencana
lain di wilayahnya;

Mengkoordinasikan dan mengembangkan jaringan kemitraan urusan
pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran;

Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait dalam wilayah
kerjanya-dalam rangka pencegahan danpenanggulangan kebakaran;
Melaksanakan pembinaan, pemantauvan, pengawasan dan evaluasi serta
pelaporan di Sub Bidang Pencegahan dan Kewaspadaan Dini;

Menilai hasil kerja bawahan dengan mengisi buku catatan penilaian

sebagai bahan penilaian-DP-3 dan SKP;
n.  Melaksanakan.tugas dan fungsi lainya sesual perintah atasan;

Tabel 1V.9

Daftar Urutan Kepegawaian Bidang Pemadam Kebakaran

Kabupaten Kampar Tahun 2019

No Nama Pangkat Jabatan
1 | Edy Bahrein, SP Penata TK. | Kabid Damkar
Nip. 19720811 199403 1.005 (Hi/d)
2 | Artileri Penata TK. | Kasi Pengendalian
Nip. 19661230 198903 1 005 (n/d) dan Penanggulangan
3 | Maswir, SE Penata-Muda TK. | | Kasi Pencegahan dan
Nip. 19621231 199203 1 060 (11.b) Kewaspadaan Dini
4 | Rio Kusuma Pengatur Muda Danton
Nip. 19820720 200701 1 001 TK.I (11.b)
5 | Rusdi Amri Pengatur Muda Danton
Nip. 19740803 201001 1.002 (I.a)
6 | Darman Pengatur Muda Danton
Nip. 19760521 201001 1 001 (I.a)
7 | Budi Hidayat Pengatur Muda Danru
Nip. 19780711 201001 1 002 TK.I (11.b)
8 | Azwir Pengatur Muda Danru
Nip. 19660714 200801 1 009 (I.a)

Sumber : Bidang Damkar Kabupaten Kampar, 2018
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Berdasarkan data diatas, dari seluruh anggota Damkar di Kabupaten
Kampar yang berjumlah sebanyak 65 orang yang merupakan PNS berjumlah 8

orang, yang terdiri dari Kabid Damkar, Kasi Pengendalian dan Penanggulangan,

Kasi Pencegahan dan Kewaspadaan Dini, 2 Danton, 2 danru dan 57 orang anggota

Pemerintah

tantangan
pemerintah

Pen jele ANg ) adam kebakaran
dalam penangg Provinsi Riau.
Kapabilitas peme dilihat dari aan, sumber daya

manusia,

kepemimpinan.

4.2.2.1. Kapabilitas Kele ¢ stitutional Capability)
Kelembagaan Pemadam Kebakaran harus berdiri sendiri sebagai sebuah
dinas. Tugas dan tanggung jawab damkar dalam melayani dan melindungi
masyarakat hanya akan maksimal bila dilaksanakan oleh sebuah dinas yang
mandiri di daerah Kapabilitas kelembagaan merupakan salah satu unsur yang

terpenting di dalam pelaksanaan kegiatan penanggulangan kebakaran.
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Maksud dari kelembagaan disini adalah dimana pemerintah beserta
perangkatnya mempunyai kemampuan kapabilitas bidang pemadam kebakaran
dalam penanggulangan kebakaran di Kabupaten Kampar. Memiliki struktur

organisasi, peran, tugas tanggung jawab yang jelas serta mampu menjalin

networking dengan i : engaturan kelembagaan

“‘\\\\\\“ ¥

Kebakaran memang

[

& upaten Kampar
 Ta
' 4

Memiliki luas wilayah yang begitu luas, kepadatan penduduk, disertai
memiliki titik kerawanan kebakaran, dan beberapa aktifitas pusat pertumbuhan
ekonomi yang padat. Membuat Pemadam Kebakaran di Kabupaten Kampar belum

mampu menjadi sebuah organiasai tersendiri dalam memberikan pelayanan dasar

kepada masyarakat.



Berdasarkan wawancara dengan Kepala Bagian Organisasi Sekretariat
Daerah Kabupaten Kampar, beliau mengatakan bahwa :

Melihat dari volume kerja luas wilayah yang harus dilayani sebaiknya

Damkar dan Satpol PP harus dipisahkan, karena kita punya 21 Kecamatan

dengan titik kerawanan kebakaran hampir 18 unit seperti kepadatan

penduduk dan _beberapa pusat pertumbuhan, ekonomi. Alasan kenapa

Damkar sampai sekarang ini belum bisa“berdiri. sendiri di Kabupaten

Kampar karena. berdasarkan PP Nomor 18 Tahun 2016 kita belum

memiliki cantolan itu, karena untuk menjadikan sebuah dinas kita harus

memiliki beberapa indikator menjadi penilaian berdasarkan beberapa
variabel.”

Penggabungan Pemadam Kebakaran dengan Satpol PP saat ini memang
kurang efektif dan efisien dalam pelaksanaanya; mengingat tugas pokok dan
fungsi dari masing-masing bidang berbeda. Seperti diketahui pemadam kebakaran
mempunyai tupoksi dalam menanggulangi kebakaran, sementara itu Satpol PP
mempunyai tupoksi penegak Peraturan Daerah.

Disamping itu adanya 5 (lima) Wilayah yang harus dijangkau oleh
pemadam kebakaran di Kabupaten Kampar dengan kondisi 1 (satu) posko utama
yang terletak di Ibu Kota Kabupatenh yaitu Bangkinang. Berikut ini dapat kita lihat
Wilayah kerja Damkar di Kabupaten Kampar pada Tabel 1V.10, sebagai berikut :

Tabel IV. 10
Wilayah Kerja Pemadam Kebakaran di-Kabupaten Kampar
Tahun 2019

No Wilayah Kecamatan

1 2 3

1 | Wilayah | Kecamatan Bangkinang Kota
Kecamatan Bangkinang
Kecamatan Salo

Kecamatan Kampar

Hwn e

% Wawanacara dengan Kabag Organisasi Kabupaten Kampar Samsurijal, Senin 15 April 2019 di
Kantor Bupati Kampar




2 | Wilayah 11

Tapung
Tapung Hulu
Tapung Hilir

3 | Wilayah Il

Kecamatan XIl11 Koto Kampar
Kecamatan Koto Kampar Hulu
Kecamatan Kuok

4 | Wilayah IV

Kecamatan Kampar Timur
Kecamatan Tambang
Kecamatan Rumbio Jaya
Kecamatan Kampar Utara

5 | Wilayah V

£
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Kecamatan Siak Hulu
Kecamatan'Kampar Kiri
Kecamatan Perhentian Raja
Kecamatan Kampar Kiri Hulu
Kecamatan Kampar Kiri Hilir
Kecamatan Kampar Kiri Tengah
Kecamatan Gunung Sahilan

Sumber : Kantor Damkar Kabupaten Kampar. 2019

Berdasarkan wawancara dengan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja

(Satpol PP) Kabupaten Kampar, beliau mengatakan bahwa :

Penggabungan Damkar-dengan Satpol-PP: kurang pas, karena Satpol PP
dan Damkar memiliki tupoksi yang berbeda. dimana Satpol PP memiliki
tupoksi mengenai penegakan aturan dan Damkar memiliki tupoksi
mengenal masalah kebakaran, artinya ada terjadi dalam satu organisasi
memilki dua tupoksi. Oleh karena itu, biar lebih pasnya dalam pelaksanaan
tugas Damkar ini kedepanya seharusnya Damkar dan Pol PP menurut saya
dipisah dan Damkar menjadi OPD tersendiri. Agar nantinya Damkar
sendiri dapat membentuk Posko Kebakaran berdasarkan zona Wilayah

mengingat luasnya wilayah-di Kabupaten Kampar.”

Sudah seharusnya, Damkar di Kabupaten Kampar menjadi Organisasi
Perangkat Daerah (OPD) tersendiri mengingat luasnya wilayah yang harus
dijangkau oleh Damkar dalam menanggulangi kebakaran. Dengan adanya OPD

tersendiri Damkar dapat memaksimalkan tugas pokok dan fungsinya, didalam

" Wawancara dengan Kasat Pol PP Hambali, Senin 08 April 2019 di Kantor Satpol PP Kabupaten

Kampar




Peraturan Menteri telah diatur mengenai waktu tanggap (response time) di
Wilayah Indonesia. Response time merupakan waktu yang ditetapkan untuk
merespon setiap kejadian kebakaran yang mungkin terjadi di Kabupaten/Kota.

Berdasarkan wawancara dengan Kepala Bidang Pemadam Kebakaran
Kabupaten Kampar;beliau mengatakan bahwa :

Untuk memberikan pelayanan kebakaran kepada masyarakat sesuai

dengan yang diharapkan, seharusnya Damkar di Kabupaten Kampar harus

menjadi Organisasi Perangkat.- Daerah (OPD) tersendiri dalam bentuk

Dinas/Badan. Bertujuan~ agar Kita“'bisa;» mambangan.-Pos Pelayanan

Kebakaran Kecamatan (P2K) sehingga kita ‘dapat menjangkau wilayah-

wilayah yang ada di Kabupaten Kampar ini. Di dalam Peraturan Menteri

PU Nomor 25/PRT/M/2008 tentang Pedoman Teknis Penyusunan

Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran, waktu tanggap standar untuk

kondisi kebakaran adalah kurang dari 15 Menit.”*

Sebagai sebuah organisasi yang difungsikan untuk memberikan pelayanan
dasar kepada masyarakat terhadap kebakaran. Dalam kondisi saat sekarang ini
pemadam kebakaran harus dekat dengan masyarakat sehingga keberadaanya
sangat dirasakan oleh masyarakat dalam memberikan pelayanan kepada
masyarakat. Tapi _kondisi saat sekarang-ini _keberadaan pemadam kebakaran di
Kabupaten Kampar belum sesuai dengan harapan masyarakat.

Berdasarkan  wawancara dengan anggota Damkar Kabupaten Kampar,
beliau mengatakan bahwa:

Kondisi satu posko induk Damkar yang kita miliki, dengan posisi berada

di Ibu Kota Kabupaten (Bangkinang) menurut saya itu sangat tidak lazim

sekali. Luasnya wilayah Kabupaten Kampar tidak sepatutnya Damkar

memiliki satu posko induk saja, hal ini sangat berdampak sekali terhadap
kinerja kami dilapangan. Hal itu terlihat ketika kami datang ketempat

kejadian kebakaran yang jauh dari lokasi posko, kedatangan kami
membuat masyarakat menjadi marah dan kesal akibat keterlambatan kami

™t Wawancara dengan Kabid Damkar Edy Bahrein, Rabu 10 April 2019 di Kantor Damkar
Kabupaten Kampar



datang. Besar harapan kami agar Pemerintah dapat membentuk Posko
Damkar di tiap wilayah yang ada di Kabupaten Kampar.”

Kurang optimalnya kerja Damkar berakibat buruk terhadap masyarakat,
salah satunya saat kejadian kebakaran yang melanda Pasar Sabtu Lipat Kain
Tahun 2016. Kebakaran ini menghanguskan 20 kotak kios permanen dan semi
permanen. Hal-ini tidak terlepas dari keterlambatan petugas damkar sampai ke
lokasi mengingat jarak tempuh dari posko induk ke Pasar Lipat Kain cukup jauh.

Berdasarkan wawancara dengan korban kebakaran di Kabupaten Kampar,
beliau mengatakan bahwa :

Saat kejadian kebakaran Pasar Sabtu Lipat Kain pada malam hari, warga

pada saat itu hanya mengandalkan peralatan seadanya saja. Hal itu

dikarenakan petugas Damkar terlambat datang ke lokasi kejadian dan api
pun sudah mulai membesar membakar satu persatu kios pedagang.

Sehingga warga dan pedagang pun tak mampu menyelamatkan barang-

barang mereka miliki yang ada didalam kios tersebut. Kejadian tersebut

mengakibatkan banyak barang yang terbakar dan pedagang mengalami
kerugian ratusan juta rupiah.”®

Dalam konteks kejadian ini, setelah terjadinya kebakaran yang disebabkan
oleh hubungan arus pendek listrik mengakibatkan sebagian kondisi Pasar Lipat
Kain ludes habis di lalap sijago merah pada saat itu. Dengan kekompakan
masyarakat, LSM dan Ninik Mamak di Kenegarian Lipat Kain Kec. Kampar Kiri,
akhirnya mencari soulusiftindakan cepat .dengan membeli 1 (satu) Unit mobil
Damkar yang dibeli dengan swadaya masyarakat dan biaya operasional oleh

swadaya masyarakat disertai bantuan dari beberapa perusahaan yang ada di Kec.

Kampar Kiri

"2 Wawancara dengan anggota Damkar Hendri Nur Efendi, Rabu 10 April 2019 di Posko Damkar
Kabupaten Kampar
7 Wawancara dengan korban kebakaran Kariman, Senin 17 Juni 2019 di Kantor Lurah Lipat Kain.



Kejadian diatas tidak terlepas dari lambannya gerak dan peran damkar
mengingat posko induk Damkar ke lokasi memakan waktu yang cukup lama,
untuk itu pemerintah harus segera mengambil tindakan memisahkan Damkar dari
Satpol PP dan menjadikannya OPD tersendiri. Sehingga apabila hal yang sama
terulang kembali, Damkar dapat bergerak dengan-cepat ke.lokasi kejadian karena
Pos Damkar sudah ada di Kecamatan.

Berdasarkan wawancara. .dengan-anggota DPRD Kabupaten Kampar,
beliau mengatakan bahwa:

Sebagai anggota legislatif dalam menyampaikan aspirasi dan harapan dari

masyarakat banyak di Kabupaten Kampar. Agar efektifnya pelaksanaan

tugas pokok dan fungsi damkar sesungguhnya seharusnya untuk di

Kabupaten Kampar sendiri damkar harus menjadi bagian tersendiri dalam

menjalankan tugasnya. untuk itu kita perlu” menindak lanjuti kinerja

damkar kedepannya seperti apa, dan yang pasti salah satu tindakan yang
paling tepat adalah Damkar dapat berdiri sendiri dan memiliki Pos

Damkar setiap Kecamatan untuk mengantispasi dan meminimalisir saat

kebakaran terjadi.”

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa,
penggabungan Bidang Pemadam ‘Kebakaran ke Satuan Polisi Pamong Praja
kurang pas dan untuk optimalnya pelaksanaan pekerjaan pemadam kebakaran
dalam menanggulangi kebakaran seharusnya pemadam kebakaran di Kabupaten
Kampar harus berdiri sendiri menjadi OPD. Hal itu mengingat luas wilayah dan

jarak tempuh yang ada, hal ini bertujuan agar pelaksanaan pekerjaan pemadam

kebakaran sesuai dengan harapan masyarakat.

™ Wawancara dengan anggota DPRD Kab. Kampar Repol, Selasa 18 Juli 2019 di Kantor DPRD
Kabupaten Kampar
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Kapabilitas
Capability)

Sumber Daya Manusia (Human Resource

Keterbelakangan suatu organisasi pada umumnya dilatar belakangi oleh

minimnya kemampuan SDM yang terlibat didalamnya, baik aspek manejerial

maupun pada aspek

Pendidikan

sebagai ber

85 &

nisasional. Memiliki

Jumlah

ang professional disertai

2 | Pangkat/Golongan

a.
b.

c
d.
e

Golongan 1
Golongan 11

. Golongan 1l

Golongan 1V
Non PNS

Jumlah

Sumber : Bidang Pemadam Kebakaran Satpol PP Kabupaten Kampar. 2018




Berdasarkan tabel diatas menunjukan bahwa Pendidikan personel
pemadam kebakaran Kabupaten Kampar yaitu SMA sebanyak 56 Orang, Diploma
sebanyak 2 Orang dan S1 sebanyak 10 Orang. Berdasarkan Pangkat/Golongan
yaitu Golongan Il sebanyak 5 Orang, Golongan Il sebanyak 3 Orang dan Non
PNS sebanyak 60.Orang. Sedangkan Jabatan.Esselon il sebanyak 1 Orang,
Esselon 1V sebanyak 2 Orang, Danton sebnyak 3 Orang, Danru sebanyak 6 Orang
dan Anggota sebanyak 56 Orang,

Salah+"satu upaya .dari Pemerintah . Daerah dalam. malaksanakan
penanggulangan kebakaran adalah menghadirkan Sumber Daya Manusia, hal ini
merupakan faktor menentukan keberhasilan penyelenggaraan penanggulangan
kebakaran dalam memberikan pelayanan terhadap korban kebakaran. Oleh karena
itu, untuk menciptakan Sumber Daya Manusia yang memadai Pemerintah selalu
hadir dan berupaya memberikan kesempatan bagi anggota yang memiliki
kemampuan, skill dan potensial untuk mengikuti pelatihan-pelatihan yang ada.

Berdasarkan wawancara dengan- Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
(Satpol PP) Kabupaten Kampar, beliau mengatakan bahwa :

Untuk SDM pimpinan Damkar yang Kita punya cukup bagus. Hal itu

terlihat apabila“ada pelatihan dan pembekalan yang dilaksanakan oleh

Pemerintah Pusat ‘pasti kita selalu memerintahkan salah satu personel

untuk mengikuti pelatihan tersebut. Tujuannya kedepan agar Sumber Daya

Manusia pada Bidang Damkar yang kita punya benar-benar menguasi

pengetahuan yang baik tentang kebakaran seperti Pengendalian,

Pencegahan, Penanggulangan, dll. Sehingga kita persiapkan bisa untuk

menjadi instruktur bagi anggota pemadam kebakaran kita kedepannya. "

Sesuai dengan salah satu Misi Kabupaten Kampar Tahun 2017-2022 yaitu

menyiapkan Sumber Daya Manusia yang handal dan professional. Maka untuk

"> Wawancara dengan Kasat Pol PP Hambali, Senin 08 April 2019 di Kantor Satpol PP Kabupaten
Kampar



menyiapkan Sumber Daya Manusia yang handal dan professional dalam Damkar
adalah dengan memberikan bimbingan serta pelatihan langsung kepada seluruh
personil yang ada di dalam Damkar tersebut. Dari bimbingan dan pelatihan
tersebut keseluruhan personil bisa belajar dan memahami apa kelebihan dan
kekurangannya selama ini.

Berdasarkan wawancara dengan Kepala Bidang Pemadam Kebakaran
Kabupaten Kampar, beliau mengatakan-bahwa :

Untuk kondisi sekarang ini SDM anggota Damkar yang kita miliki masih
jauh dari harapan Kita, baik itu dari skill dan kualitas yang dimiliki. Hal ini
disebabkan dengan keuangan yang kita miliki terbatas untuk
mengembangkan potensi/skill anggota. Disamping itu rekrutmen yang kita
lakukan bukan melakukan rekrutmen tersendiri, melainkan rekrutmen
anggota Satpol-PP dan sebagain anggota Satpol-PP yang terpilih melalui
rekrutmen nantinya akan diperbantukan ke Damkar, sehingga kita tidak
menemukan anggota Damkar yang sesuai di harapkan.”

Memiliki Skill/Potensi merupakan keinginan dari setiap anggota damkar di
Kabupaten Kampar. IImu anggota pemadam kebakaran bukan hanya sebatas
memadam api saja melainkan bagaimana.memberikan pertolongan pertama pada
korban kebakaran. Banyaknya jumlah anggota pemadam kebakaran yang ada,
membuat tidak semua anggota damkar di-Kabupaten Kampar bisa diikut sertakan
dalam pelatihan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat.

Berdasarkan wawancara dengan Anggota Damkar Kabupaten Kampar,
beliau mengatakan bahwa :

Sebenarnya anggota damkar disini memiliki harapan besar untuk bisa

mengikuti pelatihan. Karna banyaknya jumlah anggota damkar yang kita

miliki, sedangkan permintaan untuk ikut pelatihan tersebut hanya 2-3
orang. Sehingga dari kami anggota damkar yang ikut itu berdasarkan

’® Wawancara dengan Kabid Damkar Edy Bahrein, Rabu 10 April 2019 di Kantor Damkar
Kabupaten Kampar



penilaian dari pimpinan. Berdasarkan mana yang bagus dan berkompenten
maka itulah yang ditugaskan untuk mengikuti pelatihan. ”’

Salah satu kunci utama dalam menciptakan Sumber Daya Manusia yang
professional adalah terletak pada proses rekrutmen. Rekrutmen adalah proses
menarik dan memilih orang yang memenuhi syarat..Proses rekrutmen anggota
Damkar juga harus memiliki SOP yang tepat. Namun sangat disayangkan sampai
saat sekarang ini Bidang Damkar belum memiliki SOP sebagai acuaan melakukan
rekrutmen anggota Damkar.

Berdasarkan wawancara dengan anggota DPRD Kabupaten Kampar,
beliau mengatakan bahwa :

Meskipun perekrutan anggota Damkar ini adalah sebagian dari anggota

Satpol PP, kita berharap hendaknya orang yang dipilih-tersebut memiliki

skill dan kualitas yang tepat, berani mengambil resiko dan cekatan dalam

bertindak. Jangan karena Satpol PP dengan Damkar ini satu kantor, untuk
rekrutmen kita asal-asalan saja dan berpikir bahwa anggota Satpol PP yang
ditarik sudah memenuhi kualifikasi.”

Tujuan dilakukannya rekrutmen anggota, Damkar, agar semua anggota
Damkar yang terpilih memenuhi kualiftkasi yang diharapkan. Kualifikasi atau
kriteria petugas Damkar seperti berani mengambil resiko, cekatan, aktif, energik
dan lain-lainnya. Petugas Damkar yang tidak professional akan memperburuk
situasi pada saat kebakaran terjadi. Skil yang tidak ada sama sekali membuat

petugas Damkar yang turun kelapangan gelagapan dan bingung dengan tindakan

pertama yang harus dilakukan.

" Wawancara dengan anggota Damkar Hendri Nur Efendi, Rabu 10 April 2019 di Posko Damkar
Kabupaten Kampar
’® Wawancara dengan anggota DPRD Kab. Kampar Repol, Selasa 18 Juli 2019 di Kantor DPRD
Kabupaten Kampar



Berdasarkan wawancara dengan masyarakat korban kebakaran Kabupaten
Kampar, beliau mengatakan bahwa:

Saat rumah saya kebakaran, saya melihat ada beberapa orang petugas

Damkar yang kurang cekatan dalam bekerja, petugas damkar hanya

berkumpul disatu titik saja, seperti masih bingung mau ambil tindakan apa,

sementara itu api sudah mulai menyebar keseluruh rumah. Disitu saya
menilai masih lemahnya tindakan dan keberanian-anggota Damkar dalam

mengambil keputusan di lapangan. *

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa,
SDM untuk anggota pemadam: kebakaran “masih>jauh dari harapan dan SDM
pimpinan Damkar cukup bagus, karena selalu diikutkan pelatinan/pembekalan
yang nantinya dipersiapkan untuk instruktur bagi anggota pemadam kebakaran.
Pada rekrutmen terhadap anggota pemadam kebakaran belum dilakukan secara
tersendiri melainkan rekrutmen gabungan dengan Satpol PP dan nantinya
sebagaian diperbantukan ke pemadam kebakaran.

4.2.2.3. Kapabilitas Implementasi Kebijakan (Policy Implementation
Capability)

Kapabilitas Implementasi kebijakan dapat dimaknai sebagai pelaksanaan
kegiatan/aktifitas “ mengacu pada pedoman-pedoman yang telah disiapakan
sehingga kegiatan/aktivitas yang telah dilaksanakan tersebut dapat memberikan
dampak/akibat bagi masyarakat dan ~dapat memberikan kontribusi dalam
menanggulangi masalah yang menjadi sasaran program.

Kapabilitas ini dapat dinilai dari ketersediaan kebijakan, aturan, dan

peraturan yang tepat untuk membuat keputusan dan memobilisasi sumber daya

serta melibatkan organisasi publik dan swasta terkait Implementasi kebijakan
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merupakan tahapan yang sangat penting dalam keseluruhan struktur kebijakan
karena melalui prosedur ini proses kebijakan secara keseluruhan dapat
dipengaruhi tingkat keberhasilan atau tidaknya pencapaian tujuan.

Adanya regulasi atau kebijakan merupakan sebuah acuan dan pedoman
bagi anggota pemadam “kebakaran dilapangan® dalam. melaksanakan suatu
pekerjaan. Tindakan dan keputusan yang diambil dilapangan harus didasarkan
aturan yang telah ditetapkan oleh- instansi yaitu Bidang pemadam kebakaran
sehingga masyarakat yang dilayani tidak merasa dirugikan maupun dikecewakan.

Berdasarkan wawancara dengan Kepala ~Satuan Polisi Pamong Praja
(Satpol PP) Kabupaten Kampar, beliau mengatakan bahwa :

Semenjak adanya Damkar mulai bergabung dengan Dinas Sosial, BPBD

dan Satpol PP untuk sampai sekarang ini Damkar Kabupaten Kampar

belum memiliki Peraturan Bupati tersendiri terkait pemadam kebakaran
ini. Tapi dalam waktu dekat ini Bidang Pemadaman Kebakaran Kabupaten

Kampar sudah mulai menyusun/membuat Peraturan Bupati. Kita sekarang

sudah mulai berbenah diri dan memperioritasakan kebutuhan-kebutuhan

Damkar yang selama ini selalu mengalami kesulitan dalam pelaksanaan

tugasnya. >

Penerapan Standar Operasional Prosedur (SOP) akan membantu damkar
untuk mempertahankan kualitas control dan menjaga proses-proses pada instansi
untuk tetap stabil. Dengan adanya SOP semua_kegiatan instansi akan dapat
terkontrol dan target yang ingin dicapai dapat terwujud. Kelemahan yang terjadi
pada saat sekarang ini di Bidang Pemadam Kebakaran di Kabupaten Kampar

adalah belum adanya SOP yang jelas terkait pelayanan yang diberikan kepada

masyarakat kebakaran.
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Berdasarkan wawancara dengan Kepala Bidang Pemadam Kebakaran
Kabupaten Kampar, beliau mengatakan bahwa :
Pemadam kebakaran sampai saat sekarang ini belum memiliki Standar
Operasioanl Prosedur (SOP) dan regulasi dalam penanggulangan
kebakaran. Ini merupakan kelemahan kita selama ini dalam menangani
kebakaran dilapangan karena tidak memiliki pedoman/panduan kerja
terhadap anggota dilapangan. Tetapi sekarang«ini kita sudah mulai
membuat regulasi terkait penanggulangan kebakaran dan kita sudah mulai
melakukan koordinasi kebeberapa daerah yang telah membuat peraturan-
peraturan dan SOP terkait pencegahan dan penanggulangan kebakaran. **
Begitu juga dengan!regulasi di Bidang'Damkar. Pemerintah harus segera
bergerak cepat membuat peraturan dan SOP Damkar sehingga petugas memiliki
payung hukum sebagai acuan untuk bertindak dalam menjalankan tugasnya.
Gerak pemerintah yang lamban akan ikut mempengaruhi eksistensi Damkar di
mata masyarakat.
Berdasarkan wawancara dengan anggota DPRD Kabupaten Kampar,
beliau mengatakan bahwa :
Sejauh ini- dari kami~DPRD, belumtada menerima pembahasan yang
dilakukan terkait regulasi terhadap penanggulangan kebakaran di Kab.
Kampar karena belum adanya koordinasi sampai saat sekarang ini. Tapi
menurut saya perlu adanya regulasi tersebut agar anggota Damkar yang
bekerja dilapangan memiliki payung hukum dalam mengambil tindakan
atau keputusan.®
Pentingnya pemerintah.untuk segera membuat kebijakan akan berdampak

terhadap masyarakat. Salah satunya sikap cepat dan tanggap pemerintah untuk

memberikan bantuan dan santunan kepada korban kebakaran. Dengan adanya
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bantuan dari pemerintah akan meringankan beban yang dialami korban baik itu
meringkankan beban berupa moril maupun materil.
Berdasarkan wawancara dengan masyarakat korban kebakaran Kabupaten
Kampar, beliau mengatakan bahwa:
Alhamdulillah kami..sudah menerima_bantuan ‘maupun santunan dari
pemerintah, kami merasa senang pemerintah cepat sekali tanggap terhadap
musibah yang kami alami. Kami mendapatkan bantuan uang sebesar Rp.
5000.000,00- dan barang sembako lainnya. Dan kami juga berharap
kedepannya pemerintah bisa-membuat kebijakan berupa bantuan perbaikan
rumah atau setidaknya bantuan bangunam rumah semi-permanen, jadi
ketika rumah kami hangus, kami tidak malu‘terlalu lama menumpang
sama tetangga atau sanak saudara.®
Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa,
Implementasi Kebijakan di Kabupaten Kampar belum berjalan optimal hal ini
masih ditemukan belum memiliki Peraturan Bupati (Perbub) dan Standar
Operasional Kebakaran (SOP) dalam penanggulangan kebakaran. Disamping itu
telah melakukan upaya koordinasi kebeberapa Daerah yang telah menjadikan

Damkar sebagai- OPD tersendiri untuk. mendapatkan sebuah pedoman/acuan

dalam pembuatan Perbub dan SOP.

4.2.2.4. Kapabilitas Keuangan (Financial Capability)

Dalam penyelenggaraan - suatu.. pemerintahan kapabilitas keuangan
merupakan hal yang sangat penting, karena Pemerintah Daerah tidak akan dapat
melaksanakan tugasnya dengan efektif dan efisien tanpa anggaan/modal yang
cukup untuk memberikan pelayanan dan maupun pelaksanaan pembangunan.

Disamping itu keuangan juga merupakan hal paling dasar didalam menentukan
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sebuah tolak ukur kemampuan daerah dalam mengatur dan mengurus rumah
tangganya sendiri.
Kemampuan  keuangan daerah harus mampu mendukung terhadap

pembiayaan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

pada bidang

pemadam V.12 sebagai

A ELTY

berikut :

bahaya kebakaran

Sumber : DPA SKPD Satuan Polisi Pamong Praja. 2019

Berdasarkan tabel diatas menunjukan bahwa Bidang Pemadam Kebakaran
Kabupaten Kampar memiliki penurunan anggaran kegiatan pada tiga tahun
terakhir untuk kegiatan peningkatan pelayanan penanggulangan bahaya

kebakaran.



Peran Damkar begitu strategis dalam proses pembangunan daerah
terutama dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Kurangnya anggaran
bagi pemadam kebakaran, lantaran tidak menempatkan Damkar sebagai skala
prioritas sesuai amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintah Daerah« Pihak eksekutif dan legislatife masih.memandang pemadam
kebakaran-hanya beban dalam distribusi anggaran.

Berdasarkan wawancara. .dengan-anggota DPRD Kabupaten Kampar,
beliau mengatakan bahwa :

Memang pada saat sekarang ini, kita mengalami defisit anggaran keuangan

di Kab. Kampar. Anggaran keuangan yang kita miliki tidak seperti

dahulunya, sehingga berdampak terhadap pemangkasan anggaran di setiap

OPD di Kab. Kampar. Jadi program-program pemerintah yang tidak

berdampak terhadap kesejahteraan masyarakat kita kurangi. Pemangkasan

keuangan di Damkar hanya kami lakukan terhadap anggaran perjalanan
dinas, belanja bahan abis pakai, dan lain-lainnya. Akibat minimnya

anggaran yang ada, kita belum bisa memperjuangkan dan menambah
anggaran kesejahteraan untuk anggota Damkar.*

Pemadam kebakaran-merupakan pekerjaan yang memiliki tingkat resiko
yang sangat tinggi dalam memadamkan api bahkan berakibat cacat seumur hidup
apabila tidak hati-hati dalam bekerja. Tingginya resiko pekerjaan yang dilakukan
oleh petugas berdampak terhadap keselamatan dan kesehatan anggota dilapangan.
sayangnya hingga kini di Kabupaten Kampar belum ada menganggarkan asuransi
kecelakaan kerja dan kematian untuk petugas pemadam kebakaran.

Berdasarkan wawancara dengan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja

(Satpol PP) Kabupaten Kampar, beliau mengatakan bahwa :
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Dengan Kketerbatasan keuangan yang kita miliki kita belum bisa
menganggarkan asuransi kecelakaan kerja bagi anggota damkar. Malah
sampai saat ini asuransi pun dimandirikan (Pribadi), gaji mereka yang
dipotong untuk bayar BPJS bukan dari tanggungan Pemerintah Daerah.
Meskipun begitu, kami terus berkoordinasi dengan pimpinan yaitu Bupati
dan Sekda berupaya agar biaya perlindungan asuransi untuk petugas
pemadam kebakaran dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah (APDB).%

Selain itu, dengan kondisi keuangan daerah di Kabupaten Kampar yang
sangat terbatas pada saat sekarang ini tentu juga berdampak terhadap penerimaan
uang isentif atau uang lelah ‘bagr anggota pemadam kebakaran dilapangan. uang
isentif atau uang lelah yang diterima oleh anggota pemadam kebaran dilapangan
tidak sesuai dengan tingkat/beban resiko pekerjaan dilapangan.

Berdasarkan wawancara dengan Kepala Bidang Pemadam Kebakaran
Kabupaten Kampar. beliau mengatakan bahwa :

Anggaran Bidang Pemadam Kebakaran yang kita punya masih jauh dari
harapan (Milyaran), malah kondisi sekarang yang terjadi adalah
pemangkasan anggaran. Mengingat besar biaya operasional pemadam
kebakaran tidak sesuai dengan anggaran yang kita miliki dan besarnya
beban pekerjaan yang-dilakukan. olehzanggota dilapangan tidak sesuai
dengan insentif yang mereka tertma. Untuk insentif yang mereka terima
hanya Rp. 500.000/Bulan. Sehingga ini selalu menjadi keluhan bagi
anggota kami dan insyaallah kami berupaya menaikan uang insentif bagi
anggota damkar, kalau perlu dibayarkan berdasarkan turun kelapangan
bukan perbulan agar kesejahteraan anggota damkar bisa kita wujudkan.®

Kesejahteraan merupakan hak yang ingin dimiliki oleh setiap individu.
Kesejahteraan menunjukan dimana kondisi manusia dalam keadaan makmur dan

dapat memenuhi kebutuhannya. Kesejahteraan yang didapat oleh petugas

pemadam kebakaran di Kabupaten Kampar belum sesuai yang diharapkan.
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Hal ini dapat dilihat mininnya uang insentif mereka diterima dan gaji
dibawah UMK Kabupaten Kampar, disamping itu tidak adanya jaminan kesehatan
dari Pemerintah Kabupaten Kampar terhadap anggota damkar, Padahal mereka
siap meninggalkan keluarga untuk siaga 24 jam demi pengabdian masyarakat.

Berdasarkanswawancara dengan anggota® Damkar Kabupaten Kampar,
beliau mengatakan bahwa :

Uang isentif atau uang lelah.yang kami diterima hanya Rp. 500.000/Bulan,

disamping itu gaji.kami‘hanya Rp. 1.500.00:/Bulan itupun-dibawah standar

UMK Kabupaten Kampar Rp. 2.719.000/Bulan. Menurut saya masih

kurang dengan apa yang kami kerjakan bersama rekan-rekan dilapangan.

Saya berharap kedepanya Pemerintah Kabupaten Kampar dapat

meningkatkan dan memperhatikan kesejahteraan kami selaku anggota

Damkar dan disamping itu juga kami berharap pemerintah juga hadir

dalam memberikan jaminan kesehatan bagi para anggota Damkar.®’

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa,
keuangan Bidang Damkar di Kabupaten Kampar sangat jauh yang diharapkan.
Besarnya biaya operasional pemadam kebakaran tidak sesuai dengan anggaran
yang dimiliki dan besarnya’-beban ,pekerjaan..yang dilakukan oleh anggota
dilapangan tidak sesuai dengan insentif yang mereka terima. Bidang pemadam

kebakaran kedepanya berupaya memberikan keyakinan kepada pimpinan agar

dapat memberikan perhatian khusus terhadap pemadam kebakaran.

4.2.2.5. Kapabilitas Teknis (Technical Capability)

Kapabilitas Teknis memiliki sistem logistik, manajemen dan sistem
teknologi informasi yang efektif untuk dapat berkomunikasi dan menjalin network

dengan berbagai stakeholder. Selain itu juga sistem informasi teknologi dan
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jaringan komunikasi antara organisasi, masyarakat dan perwakilan media haruslah
memadai.

Dalam upaya untuk mengembangkan dan meningkatkan kapabilitas teknis
bidang pemadam kebakaran Kabupaten Kampar dalam penanggulangan
kebakaran terus melakukan.menjalin komununiasi dengan berbagai stakeholder
yang ada di Kabupaten Kampar, melakukan sosialisasi kepada masyarakat dan
melakukan kerjasama dengan media terkait. himbauan bahaya kebakaran.

Menjalin sebuahkoordinasi yang baik dari‘berbagai stakekholder itu
tidaklah mudah, diperlukan hubungan yang harmonis dan keselarasan diantara
satu dengan yang lainya. Perpaduan karakter dan watak menjadi pembeda disetiap
tindakan, maka diperlukan hubungan yang baik agar dapat menimbulkan sebuah
komunikasi yang tepat dalam mengambil keputusan maupun tindakan.

Berdasarkan wawancara dengan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
(Satpol PP) Kabupaten Kampar, beliau mengatakan bahwa :

Kabupaten. Kampar selalu’ menjadi salah satu pusat perhatian terkait
masalah kebakaran hutan selain Kabupaten/Kota yang ada di provinsi
Riau. Kita Pemerintah Kabupaten Kampar selalu melakukan koordinasi
dengan TNI dan Polri serta melibatkan pengawasan dari masyarakat untuk
mencegah agar tidak terjadi kebakaran hutan/lahan didaerah kita. Apabila
didapatkan ada oknum yang mencoba-coba untuk membuat kebakaran
hutan maka dari pthak-TNI dan Palri tidak segan-segan untuk melakukan
penangkapan dan memeberikan hukuman sesuai aturan yang berlaku.®®

Pentingnya informasi dan pengetahuan serta pemaham masyarakat tentang

bahaya kebakaran harus diperhatikan. Semua warga wajib memiliki pengetahuan

dasar tentang apa yang harus dilakukan saat terjadi kebakaran. Kesiagaan
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kebakaran ini memang sering disosialisasikan oleh pihak Damkar Kab. Kampar,
mengingat Daerah Kab. Kampar rawan sekali dengan kejadian kebakaran.
Berdasarkan wawancara dengan Kepala Seksi Pengendalian dan
Penanggulangan Kebakaran Kabupaten Kampar, beliau mengatakan bahwa :
Dalam mengatasi berbagai terjadinya kebakaran.di Kabupaten Kampar,
kita selalu  melakukan  himbauan/sosialisasi kepada masyarakat agar
berhati-hati sebelum meninggalkan rumah seperti mengecek kembali
kompor, periksa dan lepaskan alat-alat elektronik yang terpasang dan
dilarang melakukan pembakaran, jenis apapun di musim kemarau yang
dapat mengakibatkan+terjadinya kebakarams Hal ini kita-lakukan melalui
kerja-sama dengan radio swasta/pemerintah-“yang ada di Kabupaten
Kampar untuk selalu memutarkan himbaun tersebut kepada masyarakat
dalam pencegahan kebakaran.®
Dalam mengantisipasi maraknya terjadi kebakaran, sekaligus menambah
wawasan anak-anak sekolah terhadap pengetahuan bahaya kebakaran. Bidang
pemadam kebakaran Kabupaten Kampar melakukan kegiatan masuk sekolah,
dimana memberikan pengetahuan terhadap anak-anak dan melakukan kegiatan
simulasi kebakaran. Hal ini_bertujuan agar anak-anak pelajar dapat memahami
bagaimana melakukan tindakan® pertama apabila terjadi kebakaran yang
bersumber dari api atau asap kecil.
Berdasarkan wawancara dengan Anggota Damkar Kabupaten Kampar,
beliau mengatakan bahwa:
Untuk mengantisipasi terjadinya kebakaran yang terus meningkat di
Kabupaten Kampar, kami melakukan Kkegiatan sosialisasi masuk
kesekolah-sekolah yang ada di Kabupaten Kampar. Hal ini kami lakukan
bertujuan memberikan pengetahuan dan gambaran kepada anak-anak

sekolah bagaimana cara memadamkan api apabila terjadi kebakaran. Baik
itu yang bersumber dari api maupun bersumber dari asap kecil. %
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Pengetahuan dan pemahaman masyarakat tentang bahaya kebakaran dan
akibat yang ditimbulkan itu sangat penting. Masyarakat tidak harus mengandalkan
petugas Damkar saat kebakaran terjadi. Dengan adanyanya sosialisasi masyarakat
akan tahu apa tindakan pertama yang harus dilakukan saat kebakaran terjadi.
Sosialisasi ini memiliki tujuan yang jelas agar kedepannya dapat menjalin
hubungan-yang baik antara pemerintah dengan masyarakat dalam. pelaksanaan
pencegahan kebakaran. Informasi ini berupa bahaya kebakaran dan akibat yang
ditimbulkan dari kebakaran tersebut.

Berdasarkan wawancara dengan anggota- DPRD Kabupaten Kampar,.
beliau mengatakan bahwa :

Selaku anggota DPRD, saya menyambut baik kegiatan yang dibuat oleh
Bidang Damkar dalam kegiatan sosialisasi, Dengan harapan setelah
kegiatan sosialisasi pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran
saat Ini, masyarakat paham dan akan lebith tanggap lagi dalam
menghadapi ancaman bahaya kebakaran yang sekalipun tidak Kkita
harapkan. Lewat kegiatan sosialisasi ini diharapkan akan berdampak pada
kenyamanan masyarakat terhadap Damkar karena dapat maksimal dalam
bekerja.”*

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa,
Kabupaten Kampar terus melakukan komunikasi dan koordinasi dalam menjaga
hutan/lahan agar tidak adanya terjadi kebakaran_hutan/lahan, hal ini dilakukan
dengan cara melibatkan TNI"dan Polri serta perisipasi dan pengawasan dari
masyarakat agar kebakaran bisa diminimalisir. Disamping itu selalu melakukan

kerjasama dengan media elektronik seperti Radio swasta/pemerintah terkait

himbauan kepada masyarakat dalam mencegah terjadinya kebakaran.
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4.2.2.6. Kapabilitas Kepemimpinan (Leadership Capability)

Kapabilitas Kepemimpinan merupakan kemampuan yang dimiliki oleh
seorang pemimpin dalam mengelola organisasi dan sumber daya yang dimiliki
organisasi. Kapabilitas kepemimpinan dapat dilihat melalui kemampuan
pemimpin, komitmen: pemimpin, dan konsisten pemimpin. Kemampuan
pemimpim menunjukan kemampuan seorang pemimpin dalam melaksanakan
tugas dan tanggung jawab dalam' mencapai tujuan melalui kemampuan teknis,
kemampuan sosial dan kemampuan konseptual.

Disamping itu, komitmen pemimpin adalah bagaimana pemimpin
memberi teladan dengan menyelaraskan antara tindakan dan nilai kebersamaan.
Karena itu menjadi seorang pemimpin bukan hanya sekedar. memerintah dan
mempengaruhi bawahan, melainkan perlu tanggap merespons permasalahan
organisasi dan.memegang komitmen terhadap setiap tindakan.maupun keputusan
yang diambil.

Berdasarkan wawancara dengan Kepala Seksi Pengendalian dan
Penanggulangan Kebakaran Kabupaten Kampar, beliau mengatakan bahwa :

Kasat Pol PP dan Kabid Damkar yang. sekarang ini, selama saya

bergabung disini menjadi Kepala Seksi-menurut pengamatan saya beliau

memiliki jiwa kepemimpinan. Terlihat beliau selalu aktif dan peduli dalam
memperjuangan menyelesaikan berbagai persoalan permasalahan yang ada

di Damkar ini. Saat sekarang ini Kabid Damkar berupaya untuk

menambah sarana prasarana damkar dan memperjuangan kesejahteraan

anggotanya. disamping itu selalu giat dalam melakukan koordinasi ke

beberapa Daerah tetangga untuk mendapatkan berbagai pengetahuan yang
nantinya bisa kedepanya kita terapkan di Daerah kita.*
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Sigap, cepat dan tanggap seorang pemimpin dalam menyikapi masalah
pekerjaan juga diperlukan, hal ini menjadi sebagai tolak ukur seorang pemimpin
dalam menjalankan pekerjaan. Mengingat resiko pekerjaan Damkar yang tinggi,
pemimpin yang terpilih harus berani, disiplin, dan kuat menghadapi tantangan.

Berdasarkan® wawancara dengan anggota DPRD. Kabupaten Kampar,
beliau mengatakan bahwa:

Untuk posisi kepemimpinan ;Damkar_Kita harus memiliki seorang yang

tegas dan disiplin;.'karena Damkar merupakan pekerjaan yang penuh

beresiko di lapangan. Melihat kepemimpinan sekarang Kasat Pol PP dan

Kabid. -Damkar Kkita, menurut saya sudah bagus orangnya. Baik itu

penilaian dari segi ilmu, sikap dan loyalitas yang dimilikinya. Hal itu

terlihat dibawah kepemimpinan Damkar sekarang, banyak melakukan
terobosan-terobosan terkait penanggulangan kebakaran di Kab Kampar
dapat diminimalisir meskipun dengan keadaan keuangan yang minim.**

Kepemimpinan tidak terlepas dari sikap disiplin, dan disiplin ini harus
dimulai dari diri pemimpin tersebut. Disiplin harus diartikan sebagai “mendidik”
untuk perbaikan dan menjadi lebih baik, tetapi tidak diartikan sebagai hukuman
bagi anggota yang bersalah:

Berdasarkan wawancara dengan Anggota Damkar Kabupaten Kampar,
beliau mengatakan bahwa :

Kabid Damkar yang sekarang ini orangnya tegas dan disiplin. Karakter

yang tegas dan disiplin.yang dimilikinya membuat kami anggota damkar

tidak bisa bermalas-malasan-baik itu datang kekantor maupun dalam
bekerja. Beliau hadir tepat waktu, datang kekantor dan dikesempatan apel

pagi beliau selalu memberikan motivasi serta arahan maupun petunjuk
kepada anggota dalam melakukan setiap pekerjaan.”*

% Wawancara dengan anggota DPRD Kab. Kampar Repol, Selasa 18 Juli 2019 di Kantor DPRD
Kabupaten Kampar
% Wawancara dengan anggota Damkar M. Yunan, Rabu 10 April 2019 di Posko Damkar
Kabupaten Kampar



Tugas seorang pimpinan tidak hanya sebagai pengambil keputusan saja,
tetapi seorang pemimpin harus disiplin, bertanggung jawab, memberikan motivasi
dan lainnya. Pemimpin juga harus memahami dana menangani situasi anggotanya
dan mendorong anggotanya untuk dapat bekerja lebih keras, mengatasi konflik-
konflik yang ada, .dan dapat_memebrikan kesempatan pada setiap anggotanya
untuk mengemukakan pendapat tentang kondisi penting menurut persepsi mereka
masing-masing.

Berdasarkan wawancara dengan Anggota Damkar Kabupaten Kampar,
Beliau mengatakan bahwa :

Kabid Damkar dalam bekerja beliau selalu berkoordinasi dengan pimpinan

diatas disertai dengan mendengarkan pendapat maupun saran dari kepala

seksi +bahkan dari anggota sendiri. sebelum mengambil sebuah
keputusan/tindakan. Disamping itu disela-sela waktu istirahat beliau selalu

menyempatkan diri berada ditengah-tengah kita sambil menikmati canda
tawa bersama merokok dan ngopi.*®

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa,
Kepala Bidang Pemadam Kebakaran memilikizjiwa kepemimpin yang tegas dan
disiplin terhadap diri sendiri maupun anggotanya. Dimana dia peduli dan selalu
memperjuangan segala permasalahan yang ada pada Bidang Pemadam kebakaran.
Disamping itu memiliki-memiliki sifat karakter yang tegas dan disiplin dalam
melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dalam bekerja dan selalu

menyempatkan diri untuk berada ditengah-tengah anggota diwaktu istirahat.

% Wawancara dengan anggota Damkar Rahmad, Rabu 10 April 2019 di Posko Damkar Kabupaten
Kampar
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4.2.3. Kendala Bidang Pemadam Kebakaran Dalam Penanggulangan
Kebakaran

Kebakaran merupakan kejadian yang tidak diinginkan bagi setiap orang

dan kecelakaan yang berakibat fatal. Kebakaran dapat mengakibatkan suatu

baik kerugian pun inmateril. Dalam

‘Q%mnﬁmﬁ“ Qa anya berjalan

penanggul an dilapangan. sehir : t yang dilayani
menimbulkan ra ewaan terha etuga ebakaran. Adapun

Kendala Bi Pemadam K qguls pbakaran adalah :

semuanya dalam kondisi baik untuk di operasionalkan. Hal itu terlihat 4 rusak
total, 3 patah pinggang dan 1 kondisi sehat. sehingga dengan terbatasnya
jumlah armada yang kita punya menjadi salah satu kendala dalam

melaksanakan tugas di lapangan.
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2. Keterlambatan informasi dari masyarakat
Lambatnya penyampaian informasi dari masyarakat yang diterima
langsung oleh anggota Damkar membuat anggota terburu-buru untuk segera

sampai kelapangan dengan cepat. Terkadang apabila lokasi terjadi kebakaran

posko induk dengan ak tempuh berjam-jam

‘\‘ ‘m mm@“‘ ht bak terhadap

yang sangat ja

bagaimana
Kondisi lokasi

melaksanakan

secara maksimalmeskipun memakan waktu yang lama.
4. Jarak tempuh

Kabupaten Kampar hanya memiliki 1 (satu) pos pemadam kebakaran

berada di ibu kota Kabupaten Kampar yaitu di Bangkinang. Memiliki 21

Kecamatan dan 250 Desa/Kelurahan dengan jarak tempuh yang bervariasi
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disertai dengan jalan yang berlobang-lobang dan jalan sempit yang di penuhi
dengan kendaraan bermotor membuat kami terkadang lambat datang kelokasi
kebakaran. Sehingga dengan jarak tempuh kebakaran yang sangat jauh

menjadi salah satu kendala dalam melaksanakan tugas dilapangan.
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BAB V

PENUTUP

Implementasi Kebijakan di Kabupaten Kampar belum berjalan optimal hal ini
masih ditemukan belum memiliki Peraturan Bupati (Perbub) dan Standar

Operasional Kebakaran (SOP) dalam penanggulangan kebakaran.
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5. Keuangan Bidang Damkar di Kabupaten Kampar masih sangat jauh dari
harapan yang diinginkan sehingga belum kapabel dalam pelaksanaan
pekerjaan.

6. Kabupaten Kampar terus melakukan komunikasi dan koordinasi dengan

5.2.

Berdasarkan kesimpulan diatas, peneliti memberikan saran Yyang

diharapkan dapat menjadi masukan kepada Pemerintah Daerah terkait Kapabilitas
Bidang Pemadam Kebakaran dalam Penanggulangan Kebakaran di Kabupaten

Kampar Provinsi Riau yaitu :
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. Pemerintah Kabupaten Kampar agar dapat menjadikan Bidang Pemadam

Kebakaran menjadi Organisiasi Perangkat Daerah (OPD) tersendiri

Dinas/Badan, tujuanya yaitu agar pelaksaaan penanggulangan kebakaran dapat

dilaksanakan secara maksimal.

pakaran agar
sekiranya melal erekr ‘ N akaran dilakukan
secara : )e 1 3 k as SDM anggota

pemad

. Pemada akara _' a " mpar .. \ emiliki Standar

asuransi  kecelakaan @rena kebakaran ini merupakan

pekerjaan mulia yang taruhanya dapat mengorbankan nyawa sendiri.

. Untuk meningkatkan kelancaran dalam pelaksaaan penanggulangan kebakaran

di Kabupaten Kampar secara maksimal harus bisa mengatasi apa yang
menjadi kendala pemadam kebakaran selama ini sehingga pelaksanaan

penanggulangan kebakaran tidak terhambat.
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7. Agar dapat berjalan dengan lancar pekerjaan angggota Damkar dilapangan
dibutuhkan dukungan dan partisipasi masyarakat dalam membantu Pemerintah

Kabupaten Kampar untuk mencegah dan menimalisir terjadinya kebakaran.
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